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ABSTRAK 
 
Andy Ganing, E411 08 007. Dinamika dan Peta konflik (Studi Kasus Konflik 
Petani Di Lingkungan Madallo Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, 
Kabupaten Pinrang). Dibimbing oleh Maria E Pandu dan Dwia Aries Tina 
Pulubuhu. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana dinamika 
dan peta konflik pada masyarakat petani di lingkungan madallo kelurahan siparaappe 
kecamatan watang sawitto kabupaten pinrang serta bagaimana jalan keluar 
penyelesaian konflik yang terjadi di sektor pertanian. 
 
Subyek dalam penelitian ini adalah 6 (enam) orang buruh tani dan 3 (tiga) orang 
pemilik tanah merupakan penduduk asli dan bukan penduduk asli lingkungan madallo. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif 
yaitu suatu penelitian yang dilakukan sebagai suatu usaha untuk menemukan, 
mengembangkan, menguji kebenaran dan mencari kembali suatu pengetahuan dengan 
menggunakan metode-metode ilmiah. Sedangkan dasar penelitian adalah studi kasus 
yaitu  tipe pendekatan penelitian yang penelaahannya terhadap satu kasus yang 
dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data untuk mendapatkan gambaran secara 
mendalam dan mendetail kepada satu kasus. 
 
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dinamika konflik yang terjadi pada 
sektor pertanian di lingkungan Madallo yang melibatkan buruh tani dengan pemilik 
tanah. Dinamika konflik yang terjadi diakibatkan oleh beberapa masalah yang menjadi 
sumber penyebab konflik antara lain perbedaan pendapat, sistem kerja, dan sistem 
bagi hasil atau pengupahan. Beberapa alternatif yang ditawarkan dalam penyelesaian 
konflik antara lain, rekontruksi sistem upah dan bagi hasil serta pemberlakuan 
perjanjian ikatan kerja secara resmi. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Andy Ganing, E411 08 007. The Dinamic and Conflict Map (Case Study of The 
Farmers Conflict in Urban Environmental Madallo Siparappe, Watang Sawitto 
District, Pinrang Regency). Guided by Maria E Pandu and Dwia Aries Tina 
Pulubuhu. 
 
The purpose of this study is to provide an overview of how the conflict map and 
the dynamic of the farmers in the village Madallo Siparappe, Watang Sawitto District 
Pinrang Regency and how to escape the conflict that occurred in the agricultural sector. 
The subjects of this study were 6 (six) Hodge and 3 (three) is a native of the land 
owners and non-indigenous the environment of Madallo. The approach used in this 
research is descriptive qualitative research which is a study conducted in an effort to 
discover, develop, test and looking back some knowledge by using scientific methods. 
While basic research is a case study research with the approach type by collecting a 
variety of data to get an idea of depth and detail of the case. 
The results of this study revealed that the dynamics of the conflict on the 
agricultural sector in the Madallo involving peasants with land owners. The dynamics of 
the conflict caused by several problems that become a source of conflict among other 
disagreements, work systems, and a system of profit sharing or remuneration. Some of 
the alternatives offered for conflict resolution, among others, and for the reconstruction 
of the wage system and the results of a joint enforcement agreement formally. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Negara Indonesia sebagai negara yang kaya dengan sumber daya agraris, hal 
ini wajar karena kurang lebih 60 persen penduduknya bermata pencaharian petani, 
terutama yang bertempat tinggal di pedesaan. Sektor pertanian dalam tatanan yang 
nasional memegang peranan penting, karena selain menyediakan pangan bagi seluruh 
penduduk juga  merupakan sumber devisa negara (Plank dalam Nasyr, 2012) 
Pembagunan pertanian sangat strategis mengingat Indonesia kaya akan sumber 
daya alam. Namun itu tidak cukup bila tidak dibarengi dengan sumber daya manusia 
yang berkualitas. Pertanian Indonesia masih rendah dalam hal kualitas dan kuantitas. 
Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kemampuan petani, petani bercocok 
tanam sesuai dengan kebiasaan orang terdahulu. Untuk mencapai keberhasilan 
pembangunan harus ada keseimbangan diantara sektor yang satu dengan sektor yang 
lain. Begitupun untuk mencapai pembangunan dalam sektor pertanian perlu ditunjang 
oleh pembangunan sektor lain, sebab tanpa dukungan dan saling ketergantungan 
antara satu sektor dengan sektor lainnya, pembangunan pertanian tidak berarti sama 
sekali (Moshow dalam Nasyr, 2012). 
Bagi petani sawah adalah eksistensi diri, tanah adalah istri kedua, diatas sepetak 
tanah mereka menemukakan jati dirinya sendiri secara utuh. Petani yang tidak memiliki 
tanah tidak mempunyai cara lain selain menjadi petani penggarap atau buruh tani. 
Dengan adanya petani pemilik (pemodal) dan petani penggarap terciptalah hubungan 
patron danklien (patron-klien) sebagai patronnya (seseorang memberikan perlindungan 
atau jasa-jasa kepada seseorang yang menyebabkan mereka tergantung kepada yang 
telah memberi jasa atau perlindungan tersebut) sedangkan klien adalah orang yang 
bergantung pada patron atau petani penggarap. 
Hubungan kerja berlangsung dalam kehidupan petani ini saling membutuhkan 
antara petani karena suatu sebab tidak dapat mengerjakan atau mengolah sendiri 
lahannya sehingga menawarkan kepada petani penggarap dan buruh tani untuk 
mengolahnya sedangkan petani penggarap atau buruh tani menawarkan tenaga yang 
dimilikinya dan memperoleh imbalan jasa dan yang dibutuhkan hidupnya. Hubungan 
diantara keduanya melahirkan dua aspek yaitu aspek sosial dan aspek ekonomi 
(Fauzie, 2011). 
Pertanian merupakan salah satu sektor yang menjadi bagian terpenting bagi 
masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya bagi penduduk di Kabupaten Pinrang. Hingga 
saat ini tercatat bahwakomposisi masyarakat di Kabupaten Pinrang didominasi oleh 
penduduk yang bermatapencaharian di sektor pertanian yang membudidayakan padi 
sebagai komoditas utama mereka termasuk bagi mereka yang bermukim di Lingkungan 
Madallo Kelurahan (kel) Siparappe, Kecamatan (kec) Watang Sawitto, Kabupaten 
Pinrang. 
Hingga saat ini Kabupaten Pinrang tercatat memiliki sekitar 45.000 ha 
hamparan persawahan, sehingga dijuluki sebagai salah satu daerah ‘Lumbung 
Pangan’ yang ada di wilayah timur Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan produksi 
rata-rata masih sekitar 4 ton gabah kering panen(gkp)/ha, daerah yang berjuluk 
‘Bumi Sawitto’ ini dapat menghasilkan hingga 180.000 ton gkp per tahun. Dari 
daerah inilah, antara lain, bersumber kontribusi beras untuk stock nasional 
sebanyak tidak kurang dari 200.000 ton yang disediakan Provinsi Sulsel setiap 
tahunnya.  
Sumber daya yang sangat potensial yang dimiliki oleh masyarakat tersebut di atas 
tentunya diharapkan mampu membawa ekses positif bagi warga setempat. Namun 
layaknya dimensi lain dalam sebuah potret kehidupan sosial, sektor pertanian pun tak 
luput dari dinamika yang turut mampu membawa efek bagi segenap elemen yang 
terlibat dalam sektor tersebut. Salah satu wujud dinamisnya kehidupan pertanian 
adalah hadirnya konflik yang mewarnai pola hubungan antara pihak-pihak yang andil 
dalam sektor tersebut, dalam hal ini, khususnya bagi kaum buruh tani dengan pemilik 
tanah (pemodal). 
 
 
Secara sosiologis, jika kita analisis fenomena tersebut dari perspektif stratifikasi 
sosial, posisi buruh tani dan pemodal yang memiliki tingkatan yang berbeda mampu 
menjadi salah satu pemicu lahirnya konflik diantara kedua kubu. Sebagaimana 
disebutkan dalam buku Sosiologi Pedesaan, bahwa sebagai akibat dari 
“pengabdiannya” atau posisinya yang lebih rendah dari pemodal, maka buruh tani 
bukanlah orang yang bebas. Ia tidak memiliki alat materi atau kecerdasan untuk 
menjadi bebas, sehingga peluang munculnya ketidakadilan dalam polahubungan 
diantara buruh tani dan pemodal sangat besar yang dapat memicu lahirnya konflik 
sosial. (Sajogyo dan Sajogyo,2005:109). 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayogyo pada bagian diatas bahwa pola 
hubungan yang berlangsung diantara pemilik tanah (pemodal) dengan buruh tani yang 
sensitif memicu ketidakadilan, bukan tidak mungkin mengerucut pada sebuah konflik 
diantara kedua belah pihak. Hal tersebut merupakan sebuah fenomena yang terjadi di 
Lingkungan Madallo Kel. Siparappe, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang. Konflik yang 
sebelumnya hanya merupakan konflik laten yang dirasakan oleh para buruh tani yang 
merasa diperlakukan secara tidak adil oleh pemodal, khususnya dalam hal pembagian 
hasil produksi padi serta sistem pembagian kerja dalam sektor pertanian, berubah 
menjadi sebuah konflik fisik yang bisa mengarah pada tindakan kriminal. 
 
Berdasarkan alasan yang diuraikan di atas, sehingga kami tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Dinamika dan Peta Konflik” (Studi Kasus 
Konflik Petani Di Lingkungan Madallo Kel. Siparappe, Kec. Watangsawitto, Kab. 
Pinrang). 
 
B. Rumusan Masalah 
Berangkat dari latar belakang yang telah diusung oleh penulis pada bagian 
sebelumnya, maka penelitian ini akan difokuskan dengan rumusan masalah sebagai 
berikut : 
1. Bagaimana dinamika konflik sosial di sektor pertanian yang terjadi antara petani di 
Lingkungan Madallo, Kel.Siparappe Kec. Watangsawitto, Kab.Pinrang ? 
2. Bagaimana pihak-pihak yang berkonflik menyelesaikan masalah dalam konteks 
hubungan patron - klien? 
 C. Tujuan Penelitian 
Seiring dengan fokus masalah yang diangkat oleh peneliti, maka tujuan 
diadakannya penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana dinamika dan peta 
konflik di sektor pertanian khususnya yang dialami oleh pemilik tanah dengan buruh 
tani. Selain itu, penelitian ini juga diselenggarakan dalam rangka menemukan 
gambaran bagaimana cara yang ditempuh oleh pihak-pihak yang berkonflik 
menyelesaikan masalah dalam konteks hubungan patron – klien. 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian yang akan dilakukan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
1. Manfaat Akademis 
Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan berbagai faedah, 
antara lain : 
a) Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar 
sarjana pada jurusan sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Hasanuddin  
b) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi yang ingin 
menganalisa sebuah fenomena yang memiliki kemiripan dengan kasus yang 
peneliti angkat pada tulisan ini. 
2. Manfaat Praktis 
Secara praktis, penelitian ini diharapkan mendatangkan manfaat antara lain : 
a) Menjadi landasan dalam menganalisis masalah yang terjadi dalam sektor 
pertanian khususnya konflik bagi hasil yang terkadang dialami oleh masyarakat 
petani. 
b)  Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi input bagi pihak  terkait untuk 
melakukan pengkajian implikatif bagi kebutuhan penyelesaian konflik yang terjadi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL 
 
A. Pengertian Konflik Sosial 
Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dengan sesama manusia. 
Ketika berinteraksi dengan sesama manusia, selalu diwarnai dua hal, yaitu konflik dan 
kerjasama. Dengan demikian konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia.Tidak 
satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau 
dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan 
hilangnya masyarakat itu sendiri. 
Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. 
Sementara dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia (2005) konflik diartikan sebagai 
percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Dalam buku Sosiologi Sebuah Pengantar  
karya Soekanto (2010), dijelaskan bahwa konflik diartikan sebagai suatu proses sosial 
antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha 
menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. 
Secara umum para ilmuan sosiologi konflik lahir dari konteks masyarakat yang 
mengalami pergeseran-pergeseran nilai dan struktural, dan dinamika kekuasaan dalam 
Negara. Konteks sosiohistoris inilah yang membentuk pemikiran dalam sosiologi konflik. 
Istilah sosiologi konflik pertama kali digunakan oleh George Simmel dalam American 
journal of Sociology of Conflict (Susan, 2010) 
Beberapa ahli dalam buku Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik 
Kontemporer (Susan, 2010) menjelaskan bahwa konflik adalah unsur terpenting dalam 
kehidupan manusia. Karena konflik memiliki fungsi positif (George Simmel, 1918; Lewis 
Cooser, 1957), konflik menjadi dinamika sejarah manusia (Karl Max , 1880/2003: Ibnu 
Khaldun, 1332-1406), konflik menjadi entitas hubungan sosial (Max Weber, 
1918/1947;Ralf Dahrendrof, 1959), dan konflik adalah bagian dari proses pemenuhan 
kebutuhan dasar manusia (Maslow, 1954: Max Neef, 1987: Jhon Burton, 1990 
Rosenberg, 2003). 
Jika kita membahas konflik dalam ranah sosioogis, satu tokoh yang sangat 
terkenal dengan teori konfliknya adalah Karl Marx. Marx dikenal sebagai ilmuwan yang 
peka dalam melihat sebuah system yang berlaku dalam masyarakat khususnya dalam 
mengkritisi system kapitalis yang mendominasi dunia saat itu. Menurut Marx, sistem ini 
membagi manusia dalam dua kelas besar yakni kaum kapitalis atau diistilahkan sebagai 
kaum borjuis dan kaum proletariat atau yang diidentikkan dengan kaum buruh. Kaum 
borjuis memiliki kekuatan modal yang besar seperti uang ataupun sumber modal 
lainnya. Sementara kaum proletar selalu berada pada posisi di bawah kendali kaum 
kapitalis yang diidentikkan dengan kaum yang teralienasi karena kedudukannya. 
 
Hal tersebut di atas ditegaskan dalam kutipan berikut: 
“Marx menunjukkan bahwa dalam masyarakat terdiri dari kelas pemilik 
modal (borjuis) dan kelas pekerja miskin sebagai kelas proletar. Kedua kelas ini 
berada dalam struktur sosial yang hierarkis, dan borjuis melakukan eksploitasi 
terhadap proletar dalam system produksi kapitalis. Hal ini menimbulkan 
ketegangan hubungan produksi dalam system produksi kapitalis antara kelas 
borjuis dan proletar melahirkan gerakan sosial besar dan radikal, yaitu revolusi. 
Ketegangan hubungan produksi terjadi ketika kelas proletar telah sadar akan 
eksploitasi borjuis terhadap mereka” (Susan, 2010). 
  
Konflik pada dasarnya merupakan bagian dari kehidupan sosial, karena itu tidak 
ada masyarakat yang steril dari realitas konflik. Coser (1956) menyatakan: konflik dan 
konsensus, integrasi dan perpecahan adalah proses fundamental yang walau dalam 
porsi dan campuran yang berbeda merupakan bagian dari setiap sistem sosial yang 
dapat dimengerti (Poloma, 1994). Karena konflik merupakan bagian kehidupan sosial, 
maka dapat dikatakan konflik sosial merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat 
ditawar.  
Dahrendorf dalam Ritzer dan Goodman (2008), membuat 4 postulat yang 
menunjukkan keniscayaan konflik itu, yaitu:  
(1) setiap masyarakat tunduk pada proses perubahan, perubahan sosial terdapat di 
manamana;  
(2) setiap masyarakat memperlihatkan konflik dan pertentangan, konflik terdapat di 
mana-mana;  
(3) setiap unsur dalam masyarakat memberikan kontribusi terhadap desintegrasi 
dan perubahan. 
(4) setiap masyarakat dicirikan oleh adanya penguasaan sejumlah kecil orang 
terhadap sejumlah besar lainnya.  
B. Sumber Konflik Sosial 
Konflik yang terjadi pada manusia bersumber pada berbagai macam sebab. 
Begitu beragamnya sumber konflik yang terjadi antar manusia, sehingga sulit untuk 
dideskripsikan secara jelas dan terperinci sumber dari konflik. Hal ini dikarenakan 
sesuatu yang seharusnya bisa menjadi sumber konflik, tetapi pada kelompok manusia 
tertentu ternyata tidak menjadi sumber konflik, demikian halnya sebaliknya.  
Kadang sesuatu yang sifatnya sepele bisa menjadi sumber konflik antara 
manusia. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam 
suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri 
fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan 
dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang 
wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah 
mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik 
hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Kesimpulannya 
sumber konflik itu sangat beragam dan kadang sifatnya tidak rasional. Oleh karena kita 
tidak bisa menetapkan secara tegas bahwa yang menjadi sumber konflik adalah 
sesuatu hal tertentu, apalagi hanya didasarkan pada hal-hal yang sifatnya rasional.  
Pada umumnya penyebab munculnya konflik kepentingan sebagai berikut: (1) 
perbedaan kebutuhan, nilai, dan tujuan, (2) langkanya sumber daya seperti kekuatan, 
pengaruh, ruang, waktu, uang, popularitas dan posisi, dan (3) persaingan. Ketika 
kebutuhan, nilai dan tujuan saling bertentangan, ketika sejumlah sumber daya menjadi 
terbatas, dan ketika persaingan untuk suatu penghargaan serta hak-hak istimewa 
muncul, konflik kepentingan akan muncul  
Menurut Pruit (2009), suatu konflik dapat terjadi karena perbendaan pendapat, 
salah paham, ada pihak yang dirugikan, dan perasaan sensitif seperti yang 
diuraikannya berikut : 
1. Perbedaan pendapat 
Suatu konflik yang terjadi karena pebedaan pendapat dimana masing-masing 
pihak merasa dirinya benar, tidak ada yang maumengakui kesalahan, dan apabila 
perbedaan pendapat tersebut amat tajam maka dapat menimbulkan rasa kurang enak, 
ketegangan dan sebagainya. 
2. Salah paham 
Salah paham merupakan salah satu hal yang dapat menimbulkan konflik. 
Misalnya tindakan dari seseorang yang tujuan sebenarnya baik tetapi diterima 
sebaliknya oleh individu yang lain. 
 
 
3. Ada pihak yang dirugikan 
Tindakan salah satu pihak mungkin dianggap merugikan yang lain atau masing-
masing pihak merasa dirugikan pihak lain sehingga seseorang yang dirugikan merasa 
kurang enak, kurang senang atau bahkan membenci. 
4. Perasaan sensitif 
Seseorang yang terlalu perasa sehingga sering menyalah artikan tindakan orang 
lain. Contoh, mungkin tindakan seseorang wajar, tetapi oleh pihak lain dianggap 
merugikan. 
Sedangkan Handoko (1998) menyatakan bahwa sumber-sumber konflik adalah 
sebagai berikut. 
1. Komunikasi: salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang sulit 
dimengerti, atau informasi yang mendua dantidak lengkap, serta gaya individu manajer 
yang tidak konsisten. 
2. Struktur: pertarungan kekuasaan antar departemen dengan kepentingan-
kepentingan atau sistem penilaian yang bertentangan, persaingan untuk 
memperebutkan sumber-sumber daya yang terbatas, atau saling ketergantungan dua 
atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka. 
3. Pribadi: ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi karyawan dengan 
perilaku yang diperankan pada jabatan mereka. 
Berikut ini akan diuraikan secara rinci beberapa factor yang menyebabkan 
terjadinya konflik : 
a. Perbedaan individu 
Perbedaan kepribadian antar individu bisa menjadi faktor penyebab terjadinya 
konflik, biasanya perbedaan individu yang menjadi sumber konflik adalah perbedaan 
pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik, artinya setiap orang 
memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan 
pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi 
faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang 
tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung pentas musik di 
lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbedabeda. Ada yang 
merasa terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur. 
b.Perbedaan latar belakang kebudayaan 
Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi 
yang berbeda. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran 
dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya 
akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik. 
c.Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok  
Manusia memiliki perasaan,pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang 
berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau 
kelompok memiliki kepentingan yang berbeda- beda. Kadang-kadang orang dapat 
melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, 
misalnya perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan hutan. 
Para tokoh masyarakat menanggap hutan sebagai kekayaan budaya yang 
menjadi bagian dari kebudayaan mereka sehingga harus dijaga dan tidak boleh 
ditebang. Para petani menbang pohon-pohon karena dianggap sebagai penghalang 
bagi mereka untuk membuat kebun atau ladang. Bagi para pengusaha kayu, pohon-
pohon ditebang dan kemudian kayunya diekspor guna mendapatkan uang dan 
membuka pekerjaan. Sedangkan bagi pecinta lingkungan, hutan adalah bagian dari 
lingkungan sehingga harus dilestarikan. Di sini jelas terlihat ada perbedaan kepentingan 
antara satu kelompok dengan kelompok lainnya sehingga akan mendatangkan konflik 
sosial di masyarakat. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut 
bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu pula dapat terjadi antar kelompok 
atau antara kelompok dengan individu, misalnya konflik antara kelompok buruh dengan 
pengusaha yang terjadi karena perbedaan kepentingan di antara keduanya. Para buruh 
menginginkan upah yang memadai, sedangkan pengusaha menginginkan pendapatan 
yang besar untuk dinikmati sendiri dan memperbesar bidang serta volume usaha 
mereka. 
d.Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat 
Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu 
berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu 
terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses 
industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama 
pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah 
menjadi nilai-nilai masyarakat industri. 
Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotong royongan berganti menjadi nilai 
kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya. Hubungan 
kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam organisasi 
formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai 
tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian 
waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri. Perubahan-
perubahan ini, jika terjadi seara cepat atau mendadak, akan membuat kegoncangan 
prosesproses sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap 
semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehiodupan 
masyarakat yang telah ada. 
C. interaksi Sosial Ekonomi Masyarakat Petani 
1. Konsep Tentang Sosial Ekonomi 
 Perkembangan manusia dalam hidupnya dapat dilihat dalam hal pemenuhan 
kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hal ini dapat menunjukkan tingkat hidup seseorang 
atau sekelompok orang. Apakah segala macam kebutuhan hidup itu tersebut dapat 
terpenuhi secara keseluruhan atau hanya terbatas pada kebutuhan pokok saja. Parsudi 
suparlan (1986) mengatakan bahwa : 
“Tingkat hidup masyarakat telah terwujud sebagai interaksi antara aspek-
aspek yang ada dalam kehidupan manusia. Yang dimaksud aspek social 
adalah ketidak samaan kekuatan-kekuatan social diantara sesame masyarakat 
yang bersangkutan, yang bersumber pada pendistribusian sosia yang ada 
dalam masyarakat tersebut, dan juga karena adanya pengharapan-
pengharapan yang ada pada masyarakat tersebut. Sedangkan yang dimaksud 
aspek ekonomi adalah ketidaksamaan dala masyarakat yang bersangkutan 
dalam hal dan kewajiban yang berkenaa dengan pengalokasian sumber daya 
ekonomi”. 
 
 Apabila dikaji lebih lanjut mengenai lebih lanjut mengenai pendapat diatas, 
ketidaksamaan kekuatan social, misalnya pendidikan, keterampilan, kesehatan dan lain 
sebagainya. Sehingga pengharapan yang ada pada masyarakat misalnya ingin 
mendapatkan suatu pekerjaan yang layak menjadi tidak sama pula. Karena suatu 
pekerjaan yang layak untuk memperoleh pendapatan tertentu, ditentukan oleh adanya 
pendidikan, keterampilan, dan juga ditentukan oleh kesehatan seperti yang 
dikemukakan oleh Rustam Kamaluddin (1983) yang mengatakan bahwa : 
“Untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja adalah dengan 
menyediakan penddidikan yang lebih baik, memberikan latihan untuk 
meningkatkan keahlian dan keterampilan. Disamping itu pula diusahakan 
perbaikan kesehatan dan gizi”. 
 
 Suharsono Sangir (1986) juga mengatakan bahwa latar belakang pendidikan dan 
membekali pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang atau sekelompok 
orang, dan seterusnya dengan diperolehnya suatu pekerjaan yang layak dengan tingkat 
pendapatan yang layak pula, akan membawa peluang kearah tingkat kesejahteraan 
sosial. Menurut Mono dan Mohammad Sucipto (1974) mengatakan bahwa 
kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti sentosa, aman dan makmur 
terlepas dari segala macam gangguan dan kesukaran. 
Kalau diperhatikan pendapat diatas, maka jelaslah kiranya bahwa keadaan aman 
sentosa dan makmur, terlepas dari segala macam dangguan dan kekuasaan hidup 
semuanya itu tercapai apabila segala macam gangguan dan kesukaran hidup 
semuanya itu tercapai apabila segala macam kebutuhan hidup terpenuhi. Dengan 
demikian keadaan sejahtera dalam masyarakat tidak lain adalah keadaan sosial 
ekonomi itu sendiri. 
2. Hubungan Sosial dan Interaksi Sosial 
 Dalam berbagai penjelasan mengenai hubungan sosial dan interaksi sosial baik 
secara langsung maupun tidak langsung member pengertian bahwa hubungan sosial 
dan interaksi sosial tidak berbeda. Hal ini jelas dalam uraian Abd. Isyana (1987) yang 
mengemukakan bahwa interaksi sosial adalah identik dengan hubungan sosial 
dikatakan demikian karena di dalam interaksi sosial terdapat saling huungan antara 
satu ama lainnya. Dengan saling memberi dan menerima  yang akan berwujud sebagai 
suatu persainga atau pertentangan. Mengenai bentuk hubungan sosial, Lysen (1962) 
membedakannya ke dalam dua keadaan yaitu keadaan terikat dan keadaan tidak 
terikat. Dalam keadaan terikat maka manusia sebagai alat perlengkapan kesatuan 
sosia. Sedangkan keadaan tidak terikat  manusia ditinjau sebagai manusia yang lepas 
dari kesatuaan sosial dan terjadinya hubungan konflik dari kesatuan itu. Pada  uraian 
mengenai hubungan sosial ini dikemukakan bahwa pengertian mengenai hubungan 
sosial dan interaksi sosial tidak berbeda. 
 Soerjono Soekanto (2010) yang mengutip pendapat Gillin bahwa interaksi sosial 
merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang 
peroarangan, antara kelompok-kelompok manusia, orang perorangan dengan kelompok 
manusia. Dengan demikian interaksi sosial adalah kunci dari kehidupan sosial, oleh 
karena itu tanpa kehidupan sosial tak mungkin ada kehidupan bersama. 
 Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi antara kelompok 
tersebut sebagai satu kesatuan dan biasanya tidak menyangkut pribadi anggota-
anggotanya di dalam masyarakat. Interaksi tersebut rerjadi secara nampak apabila 
terjadi pertentangan-pertentangan orang perorangan dengan kepentingan kelompok. 
 Berlangsungnya suatu proses interaksi antara manusia dengan anggota lainnya 
dalam suatu masyarakat dikuasai oleh faktor-faktor psikis, yakni hasrat manusia untuk 
berteman kerelaan untuk menolong orang lain dan simpati. 
 Sektor-sektor yang melandasi proses interaksi sosial diatas merupakan salah 
satu hal yang dapat mendorong manusia untuk saling berhubungan. Namun faktor-
faktor merupakan suatu hal yang melandasi proses interaksi sosial, tetapi sebenarnya 
ada persyaratan yang harus terpenuhi agar suatu interaksi dapat berlangsung. Hal ini 
senada denga yang dikemukakan Soerjono Soekanto (2010) bahwa syarat yang harus 
dipenuhi ada dua yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi 
Kontak sosial merupakan tahap pertama dari terjadinya interaksi sosial yang 
mempunyai tiga bentuk di dalam hubungan sosial yaitu, antara orang perorangan 
dengan satu kelompok manusia atau sebaliknya, dan antara satu kelompok manusia 
dengan kelompok lainnya. 
Hasil dari adanya kontak sosial yang terjadi dapat memberi sifat positif maupun 
negatif. Halyang bersifat posif mengarah pada suatu kerjasama, sedangkan yang 
bersifat negatif mengarah pada suatu pertentangan atau sama sekali tidak 
menghasilkan suatu interaksi. 
D. Kerangka Konseptual 
 Sektor pertanian yang telah menjadi bagian terpenting dalam kehidupan 
masyarakat termasuk bagi mereka yang berdomisili di wilayah kabupaten Pinrang, 
suatu daerah yang terletak di bagian Selatan pulau Sulawesi dengan padi sebagai 
komoditas utama yang mereka budidayakan. 
 Data terakhir yang kami dapatkan menunjukkan Luas sawah 46.615 ha, 
berpengairan teknis 37.575 ha (85 %), yang dapat ditanami tanaman padi dua kali 
setahun, rata-rata luas tanam padi 5 tahun terakhir seluas 86.305,83 Ha,  produktifitas 
sebesar 60,35 Kw/ha, produksi sebesar 491.295 ton GKG  dan surplus beras sebesar 
244.292 ton/tahun setara beras atau menyumbang  (12%) dari target surplus beras  2 
juta ton Sul-Sel. (South Sulawesi Profile, 2012) 
Potensi yang cukup besar yang dimiliki oleh penduduk di wilayah tersebut 
tentunya tak mampu dikelola dengan baik tanpa ada sistem pengelolaan sektor 
pertanian dengan melibatkan berbagai elemen dalam sektor tersebut. 
Secara umum, dalam sektor pertanian dikenal adanya sistem stratifikasi yang 
membagi lapisan masyarakat ke dalam dua kelompok yakni kelompok pemilik tanah 
atau pemodal dan kaum buruh tani. Jika kita analisis hal tersebut dalam perspektif 
sosiologis, perbedaan kedudukan yang dimiliki oleh kedua kelompok tersebut rentan 
memicu munculnya konflik sosial. Kedudukan pemodal/pemilik tanah selaku pihak yang 
memiliki kekuasaan penuh dalam pengambilan keputusan terkait mekanisme 
pengelolaan lahan pertanian, dapat memicu ketidakadilan bagi mereka yang berperan 
sebagai buruh tani. Konflik terkadang berawal sistem bagi hasil yang dianggap tidak 
adil terhadap buruh tani, yang semula hanya bersifat laten dan tersebunyi akhirnya 
secara lambat laut akan terangkat ke permukaan menjadi sebuah konflik terbuka 
bahkan melibatkan konflik fisik diantara kedua kelompok tersebut.  
Beberapa kelompok sosial yang ada dalam sektor pertanian yang dikenal secara 
umum oleh masyarakat antara lain ; 
1. Pemilik tanah (Pemodal) 
Pemilik lahan atau yang dikenal sebagai pemilik tanah merupakan orang atau 
pihak yang memiliki kekuasaan penuh atas lahan atau areal pertanian karena adanya 
hak milik yang melekat pada dirinya atas lahan atau tanah tersebut.  
Dalam usaha pertanian pemilik tanah biasanya ditempatkan  pada posisi istimewa 
dimana ia menjalankan fungsinya sebagai pengelola, yang jarang sekali mengerjakan 
sendiri pekerjaan kasar, walaupun mereka tahu bagaimana melakukannya (Sajogyo 
dan Sajogyo, 2005). 
2. Buruh Tani (Penggarap Sawah/Lahan Pertanian) 
Buruh tani adalah pihak yang memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk 
menggarap lahan pertanian yang dibebankan oleh pemilik tanah kepadanya. Buruh tani 
dalam pengertian yang sesungguhnya dalah mereka yang tidak memiliki tanah sama 
sekali, sebagaimana yang termaktub dalam buku Sosiologi Pedesaan,Kumpulan 
Bacaan Jilid I sebagai berikut : 
“Buruh tani dalam pengertian yang sesungguhnya memperoleh penghasilan 
terutama dari bekerja yang mengambil upah untuk para pemilik tanah atau 
apara petani penyewa tanah. Sebagian besar mereka bekerja atas dasar 
jangka pendek, dipekerjakan, dan dilepas dari hari ke hari. Sebagian kecil 
dari mereka dipekerjakan untuk jangka waktu setahun atau lebih lama 
lagi”(Sajogyo dan Sajogyo, 2005: 111). 
 
 Dari perspektif stratifikasi sosial, buruh tani secara otomatis berada pada level di 
bawah pemilik tanah. Dengan kedudukannya tersebut, notabene ia tidak memiliki 
kekuasaan lebih dari sekedar menggarap areal pertanian yang diamanahkan 
terhadapnya. 
Menurut Gibson, et al (1997), hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, 
hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-
masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak 
bekerja sama satu sama lain. 
Konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, 
kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan. Dalam pandangan ini, 
pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang 
diekspresikan, diingat, dan dialami (Pace dan Faules, 1994). 
Selain beberapa pandangan di atas,  konflik menurut Myers dipahami 
berdasarkan dua sudut pandang, yaitu: tradisional dan kontemporer  
a) Dalam pandangan tradisional, konflik dianggap sebagai sesuatu yang buruk yang 
harus dihindari. Pandangan ini sangat menghindari adanya konflik karena dinilai 
sebagai faktor penyebab pecahnya suatu kelompok atau organisasi. Bahkan 
seringkali konflik dikaitkan dengan kemarahan, agresivitas, dan pertentangan baik 
secara fisik maupun dengan kata-kata kasar. Apabila telah terjadi konflik, pasti 
akan menimbulkan sikap emosi dari tiap orang di kelompok atau organisasi itu 
sehingga akan menimbulkan konflik yang lebih besar. Oleh karena itu, menurut 
pandangan tradisional, konflik haruslah dihindari. 
b) Pandangan kontemporer mengenai konflik didasarkan pada anggapan bahwa 
konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan sebagai konsekuensi logis 
interaksi manusia. Namun, yang menjadi persoalan adalah bukan bagaimana 
meredam konflik, tapi bagaimana menanganinya secara tepat sehingga tidak 
merusak hubungan antarpribadi bahkan merusak tujuan dari sebuah hubungan 
kelompok sosial. 
Konflik adalah unsur terpenting dalam kehidupan manusia, karena konflik memiliki 
fungsi positif (George Simmel dan Lewis Coser), konflik menjadi dinamika sejarah 
manusia (Karl Marx dan Ibnuh Khaldun), konflik memiliki entitas hubungan sosial 
(Weber dan Dahrendorf) dan konflik adalah bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar 
manusia (Maslow dan Rosenberg) (Susan, 2010). 
Manusia merupakan mahluk konfliktis (homo conflictus), yaitu mahluk yang selalu 
terlibat dalam perbedaan, pertentangan dan persaingan baik suka rela maupun 
terpaksa. Berdasarkan hal itulah sehingga tidak heran apabila dalam berbagai sektor 
kehidupan manusia diwarnai dengan  konflik, termasuk didalamnya adalah sektor 
pertanian.  
Beberapa hal yang dapat berpotensi memicu terjadinya konflik pada masyarakat 
yang bergelut di sektor pertanian antara lain karena faktor pengelolaan lahan pertanian, 
pengklasifikasian kelas atau lebih dikenal sebagai sitem pelapisan sosial masyarakat 
petani, pola hubungan antar lapisan dalam sektor pertanian dalam hal ini pemodal 
(pemilik lahan) dengan buruh tani (penggarap lahan pertaanian), maupun pada 
persoalan sistem pembagian hasil produksi pertanian yang dianut oleh masyarakat. 
Pengelolaan lahan pertanian yang umumnya dilakukan oleh pemilik lahan ataupun 
penggarap bisa menjadi salah satu pemicu lahirnya hubungan yang disintegratif 
diantara komponen dalam sektor pertanian. Secara umum kita kenal bahwa sistem 
stratifikasi sosial yang berlaku pada masyarakat petani terbagi dalam dua kelas utama 
yaitu pemodal dan buruh tani. 
Kedudukan buruh tani yang berada pada titik sub ordinat sangat berpotensi 
melahirkan ketidakadilan terhadap mereka. Sementara di sisi lain, pemodal yang 
menduduki tingkatan superordinat menjadi pihak yang berpotensi untuk melakukan 
eksploitasi terhadap meraka yang ada di dalam kekuasaanya terkhusus terhadap kaum 
buruh tani. 
Senada dengan apa yang dikemukakan Marx yang memandang masyarakat tidak 
bersifat statis, karena selalu berada dalam kondisi yang konfliktual, yakni pertentangan 
kelas proletar lawan borjuis.  Sejarah masyarakat, demikian menurut Marx, adalah 
sejarah perjuangan kelas. Pandangan ini didasari oleh keyakinan bahwa struktur sosial 
sebuah masyarakat, secara deterministik dibentuk oleh sistem ekonomi masyarakat 
yang bersangkutan. Terciptanya struktur sosial dalam sebuah masyarakat, bukan 
karena individu-individu yang ada didalamnya saling bergantung dan berfungsi satu 
sama lain, melainkan karena adanya kelas yang didominasi (kaum proletar) dan kelas 
yang mendominasi (kaum borjuis). Kondisi inilah yang menyebabkan masyarakat tidak 
pernah statis, karena kaum proletar sebagai pihak yang didominasi akan senantiasa 
melakukan perlawanan terhadap kaum borjuis. 
Pendekatan Marxis tersebut bisa dijadikan acuan untuk menganalisis fenomena 
yang terjadi dalam sektor pertanian karena adanya pembagian kelas yang terdapat 
dalam sektor tersebut yang menempatkan pemilik lahan sebagai kaum borjuis dan 
buruh tani sebagai kaum proletariat.  
Uraian di atas memberikan gambaran bahwa konflik diakibatkan karena adanya 
perbedaan stratifikasi sosial antara pemilik modal dan buruh tani. Namun di sisi lain, 
ada hal yang sangat urgen untuk kita fahami bersama yakni selain system bagi hasil, 
hal yang paling dominan ditemui pada masyarakat petani sawah di Lingkungan 
Madallo, Kel.Siparappe Kec. Watangsawitto, Kab.Pinrang adalah sistem pembagian 
kerja di kalangan buruh yang mengakibatkan terjadinya konflik sosial diantara kaum 
buruh. 
Konflik petani yang diawali dengan sikap pihak yang ingin memperoleh kedudukan 
sebagai buruh tani. Dengan ambisi tersebut, maka mereka melakukan berbagai cara 
dan mekanisme untuk bekerja pada pemilik tanah (pemodal), akhirnya mereka pun 
bersaing untuk memperoleh posisi tersebut dengan menawarkan berbagai iming-iming 
yang menguntungkan bagi pemilik lahan melalui perjanjian kerja antara kedua belah 
pihak. Dengan kondisi yang seperti itu, secara otomatis pihak yang sebelumnya bekerja 
sebagai buruh pada pemilik lahan akhirnya harus bersaing untuk mempertahankan 
posisinya. Tak jarang dari mereka harus diberhentikan dari pekerjaan yang telah 
mereka geluti karena hadirnya pihak lain yang mencoba menawarkan keuntungan yang 
lebih besar kepada pemilik modal demi menjadi seorang buruh tani. Kondisi semacam 
itulah yang menjadi pemicu lahirnya konflik social diantara buruh ataupun pemodal. 
 
 
 
 
 
Uraian tersebut di atas dapat digambarkan dalam bentuk skema berikut ini : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skema 1 : Kerangka Konseptual 
 
E. Definisi Operasional 
Untuk memudahkan peneliti dalam proses penelitian, berikut akan dikemukakan 
beberapa konsep-konsep yang banyak digunakan oleh peneliti dalam mengkaji 
fenomena konflik dalam sektor pertanian. Berikut ini beberapa rumusan konsep-konsep 
tersebut : 
a) Petani adalah sebagai penduduk yang secara eksistensial terlibat dalam proses 
cocok tanam dan secara otonom menetapkan keputusan-keputusan atas cocok 
tanam tersebut dengan menitik beratkan pada kegiatan seseorang yang secara 
nyata bercocok tanamdan membuat keputusan tentang proses tanam, dengan 
demikian mencakup penggarapan dan penerima bagi hasil maupun pemilik 
penggarap selama mereka berada posisi pembuat keputusan yang relevan 
tentang bagaimana pertumbuhan tanaman mereka, namun tidak termasuk petani 
atau buruh tani tak bertanah. 
b) Petani substensi adalah yang melakukan proses cocok tanam dengan motivasi 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Hasil pertanian semata-mata ditujukan 
KONFLIK SOSIAL 
BURUH TANI PEMODAL (PEMILIK 
TANAH) 
SISTEM PEMBAGIAN 
KERJA DAN PEMBAGIAN 
HASIL 
bagi kepentingan konsumsi primer atau berpaling jauh dipertukarkan dengan 
barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi tadi. 
c) Petani komersial adalah petani yang menjalankan usaha taninya dengan motivasi 
untuk memperoleh keuntungan dalam prakteknya, petani melakukan perhitungan-
perhitungan rasional dengan biaya-biaya yang di keluarkan, sehingga keuntungan 
dapat dideteksi bila produk tadi memasuki mekanisme pasar.” 
d) Petani sawah adalah seorang yang pekerjaan utamanya adalah bertani padi 
disawah untuk konsumsi ataupun dijual, untuk diri sendiri dan keluarganya. 
e) Pemilik tanah 
Di Indonesia terdapat banyak ragam bentuk ataupun status pemilikan atau 
penguasaan tanah garapan. Status pemilikan atau pengusaan tanah pertanian 
sebagai berikut : 
1. Tanah milik 
2. Tanah yang tidak dimiliki dan ditanami secara: sewa, bagi hasil, gadai, dan tanah 
dari pihak lain tanpa sewa 
Di Sulawesi-Selalatan penguasaan tanah paada masa sekarang ini terdiri atas 
tanah milik sendiri, gadai, dan sakap (bagi hasil). Tanah milik sendiri secara normal 
memberikan kekalan,  pengolahan yang tetap bagi pemiliknya. Banyak pemilik 
tanahnya digadaikan meskipun mereka mempunyai hak atas tanah itu oleh 
pewarisnya. Pada tanah gadai, pemilik mengalihkan secara komponen hak 
miliknya. Hak-hak pemilik diserahkan kepada orang lain sebelum mengembalikan 
uang  pinjaman atau menebus tanahnya itu kembali. Adapun sakap adalah suatu 
bentuk transaksi penggunaan tanah yang total produksinya dibagi menurut 
perbandingan tertentu dan masing-masing memperoleh bagian dalam bentuk 
natural. 
f) Penguasan tanah adalah penguasaan atas tanah , baik yang berupa hak milik 
(tanah milik) atau perjanjian tanah (gadai dan sakap) serta hak untuk menguasai, 
baik sebagian maupun seluruhnya atas hasil yang diperoleh dari tanah. Status 
penguasaan taanah sawah adalah status petani berdasarkan hak untuk memilki 
atau menggarap sawah (gadai dan sakap) yang dibedakan atas golongan yang 
lebih khusus seperti yang terurai berikut: 
1) Pemilik bukan penggarap, yaitu petani yang memilki lahan pertanian bukan dia 
sendiri yang menggarapnya tetapi digarap oleh orang lain. 
2) Pemilik penggarap, yaitu petani yang meenggarap sendiri tanah garapannya, 
dan tidak digarap oleh orang lain. 
3) Pemilik penerima gadai, yaitu petani yang tanah garapannya, berasal sawah 
milik dan sawah gadai, yang luas areal sawah gadai lebih sempit dibandingkan 
dengan sawah milik 
4) Pemilik penyakap, yaitu petani yang  sawah garapannya berasal sawah milik 
dan sawah sakap, yang luas sawah yang disakap lebih sempit dibandingkan 
dengan sawah milik. 
g) Buruh Tani yaitu pihak yang bekerja dan memperoleh penghasilan terutama dari 
yang mengambil upah untuk para pemilik tanah. Sebagian besar dari mereka 
bekerja atas dasar jangka pendek, dipekekerjakan dan lepas dari hari ke hari dan 
sebagian dari mereka ada pulayang diperkerjakan dalam jangka waktu yang 
relative lebih lama bahkan bertahun-tahun.  
Secara umum ada beberapa klasifikasi buruh tani dalam sektor pertanian, 
yakni: 
1) Buruh harian : yaitu buruh yang bekerja di sektor pertanian yang menggarap 
lahan pertanian yang dibebankan kepadanya dengan tenggang waktu selama 
sehari dan sistem upah harian. 
2) Buruh Musiman : yaitu orang yang diberikan kepercayaan untuk mengelola 
suatu lahan pertanian dalam rentang waktu musiman, dalam artian masa 
dimana ia mulai menanam benih komoditas tertentu hingga masa panennya. 
3) Buruh Tetap : yaitu buruh yang diberikan kepercayaan oleh pemilik lahan untuk 
mengelola lahan pertaniannya secara terus-menerus tanpa ada batasan waktu 
yang ditetapkan terhadapnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Metodologi Penelitian 
1. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian akan dilaksakan di Lingkungan Madallo Kelurahan Siparappe, 
Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada bulan April - Juni 2012. Lokasi 
ini dipilih karena berdasarkan latar belakang penelitian ini dilaksanakan yakni mengacu 
pada dinamika serta konflik yang terjadi pada sektor pertanian, sementara di daerah 
tersebut sarat akan terjadinya konflik diantara para pelaku sektor pertanian khususnya 
antara pemilk tanah dan buruh tani. 
 
2. Dasar dan Tipe Penelitian 
Dasar penelitian yang dilaksanakan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang 
digunakan dan dilakukan secara intensif terperinci dan mendalam terhadap suatu objek, 
dalam hal ini terkait dengan dinamika dan peta konflik petani di Lingkungan Madallo, 
Kelurahan Siparappe, Kecamatan Sawitto, Kabupaten Pinrang. 
Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian dengan 
memberiikan gambaran secara jelas dan sistematis terkait dengan objek yang diteliti 
demi memberii informasi dan data yang valid terkait dengan fakta dan fenomena yang 
ada di lapangan. 
Penelitian ini didasari dengan maksud untuk menggambarkan secara deskriptif 
bagaimana dinamika dan peta konflik petani khusunya antara pemilik tanah dengan 
buruh tani di Lingkungan Madallo. Hal tersebutlah yang menjadi fokus dan dikaji serta 
dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. 
 
3. Informan 
Informan merupakan unsur terpenting dalam sebuah penelitian yang berfungsi 
memberikan data dan informasi kepada peneliti terkait suatu masalah yang diteliti. 
Penentuan informan dalam penelitian ini ditetapkan secara sengaja (purposive 
sampling) berdasarkan atas kriteria : penduduk asli yang menetap di lokasi 
diadakannya penelitian yang berprofesi sebagai petani ; yang terdiri dari pemilik tanah 
dan buruh tani. 
Dengan menggunakan metode penentuan sampel secara sengaja, peneliti 
menemukan informan sebanyak 9 (sembilan) orang. Dari jumlah informan tersebut, ada 
(tiga) orang yang berkedudukan sebagaipemodal/ pemilik tanah, yang terdiri dari RH 
(40 tahun), HS (45 tahun), dan TH (50 tahun). dan 6 (enam) orang buruh tani.Yaitu 
buruh tani yang terdiri dari RW (60 tahun), HM (50 tahun), SN (50 tahun), LP (35 
tahun), BM (23 tahun) serta AZ (22 tahun). 
 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Data Primer 
1. Wawancara mendalam. 
Teknik wawancara mendalam yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab 
langsung kepada informan yang berdasarkan pada tujuan penelitian. Teknik wawancara 
mendalam yang dilakukan penulis adalah dengan cara mencatat  berdasarkan 
pedoman pada daftar pertanyaan yang telah di siapkan sebelumnya sehubungan 
dengan pertanyaan penelitian. Wawancara ini di lakukan beberapa kali sesuai dengan 
keperluan peneliti yang berkaitan dengan kejelasan dan kemantapan masalah yang 
dijelajahi. 
Dalam melakukan pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan teknik 
wawancara kepada para informan di lapangan, peneliti diperhadapkan dengan 
beberapa hambatan mendasar. Hal-hal yang dinilai menjadi kendala atau penghambat 
dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti antara lain adalah adanya 
kesulitan informan untuk memberikan informasi yang terkait masalah yang diteliti hal ini 
dikarenakan adanya ketakutan pada diri informan khususnyan buruh tani yang dapat 
membuat posisi dari buruh tersebut terancam. 
Selain dari pihak buruh tani, peneliti juga diperhadapkan dengan adanya kendala lain 
yang menghambat proses wawancara terhadap pihak yang memiliki peran yang sangat 
penting dalam memberi informasi terkait masalah yang diteliti. Hal tersebut dialami 
peneliti ketika akan mewawancari informan yang terlibat konflik secara langsung dalam 
pengelolaan lahan pertanian di Lingkungan Madallo. Informan yang notabene adalah 
pemilik tanah di wilayah setempat tidak dapat ditemui secara langsung untuk 
melakukan wawancara karena kondisi yang tidak kondusif sehingga menghalangi 
proses pengumpulan data. 
2. Observasi. 
Observasi merupakan langkah yang ditempuh oleh peneliti untuk mendapatkan 
gambaran konkrit mengenai hubungan sosial yang terjalin antara buruh tani dengan 
pemodal (pemilik tanah) di lingkungan Madallo.Dengan melakukan pengamatan dan 
pencatatan secara langsung terhadap hal yang di anggap berhubungan dengan objek 
yang diteliti, atau hal yang berkaitan  dengan masalah penelitian, peneliti mampu 
mendapat gambaran langsung bagaimana kondisi di lapangan yang akan membantu 
peneliti dalam merumuskan hasil penelitian. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder diperoleh melaui dokumentasi. Dokumentasi yang di maksudkan 
penulis disini adalah peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-
buku, teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang termasuk dengan masalah 
penelitian yaitu konflik petani di Lingkungan Madallo Kelurahan Siparappe, Kecamatan 
Watangsawitto, Kabupaten Pinrang. 
5. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh dari hasilpenelitian  dianalisis secara deskriptif kualitatif, 
yaitu dengan metode menyusun data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan 
dianalisis sehingga memberikan informasi tentang fokus masalah yang diteliti. 
Secara lebih rinci, berikut akan diuraikan bagaimana tahapan yang dilakukan 
oleh peneliti dalam menganalisa penelitian kualitatif : 
a) Mengorganisasikandata 
Pada fase ini, data yang diperoleh peneliti dengan menggunakan berbagai teknik 
khususnya dari hasil wawancara mendalam yang dituliskan dan direkam oleh peneliti, 
kemudian dibuat transkipnya dengan mengubah data berupa rekaman menjadi data 
yang tertera dalam bentuk uraian tertulis. Data yang diperoleh peneliti terkait peta 
konflik dan dinamika konflik pada sektor pertanian di Lingkungan Madallo dari semua 
informan yang terpilih,  kemudian dibaca berulang-ulang oleh peneliti untuk 
mendapatkan gambaran hasil yang jelas. 
b) Pengelompokan data 
Pengelompokan data merupakan tahap yangmembutuhkan pengertian yang 
mendalam terhadap data, perhatian yang penuh dan keterbukaan terhadap hal-hal 
yang muncul di luar apa yang ingin digali. Berdasarkan kerangka teori dan pedoman 
wawancara, peneliti menyusun sebuah kerangka awal analisis sebagai acuan dan 
pedoman dalam melakukan coding. Dengan pedoman ini, peneliti kemudian membaca 
kembali transkrip wawancara dan melakukan coding, melakukan pemilihan data yang 
relevan dengan pokok pembicaraan. Data yang relevan diberi kode dan penjelasan 
singkat kemudian dikelompokkan dan dikategorikan berdasarkan kerangka analisis 
yang telah dibuat 
Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pada tahap inisemua data 
yang diperoleh peneliti di lapangan melalui beberapa teknik pengumpulan data yang 
digunakan, dikelompokkan berdasarkan tipe yang dibutuhkan oleh peneliti. Hal ini 
ditempuh untuk menentukan apakah data yang telah didapatkan bisa menjawab 
rumusan masalah tentang peta konflik dan alternatif solusi untuk mengatasi konflik yang 
terjadi  ataukah tidak, sehingga tahap ini menjadi bagian penting dalam analisis data. 
c) Menguji asumsi yang ada terhadap data 
Melalui fase yang telah dilakukan sebelumnya, secara tidak langsung data telah 
tergambar dengan jelas. Apabila telah terjadi hal yang demikian, peneliti perlu 
melakukan fase lanjutan yakni menguji data terhadap asumsi yang dikembangkan 
dalam penelitian ini. Menguji data yang dimaksud dalam fase ini tidaklah seperti 
pengujian data secara statistic yang sering digunakan dalam metode penelitian 
kuantitatif, namun pada tahap ini, kategori yang telah didapat melalui analisis ditinjau 
kembali berdasarkan tinjauan teori yang digunakan, sehingga dapat diuji apakah ada 
kesamaan antara landasan teoritis dengan hasil yang diperoleh.  
Oleh karena itu, pada tahap inipeneliti perlu melihat dari data yang 
dikelompokkan, apakah data tersebut sesuai dengan asumsi yang dikembangkan oleh 
peneliti tentang masalah yang diteliti itu sesuai atau tidak dengan temuan di lapangan. 
d) Mencari alternatif penjelasan bagi data 
Pada fase ini, peneliti melakukan penjelasan terkait data yang telah diperoleh. 
Tak hanya itu, peneliti juga mencari alternatif penjelasan lain karena bisa saja 
ditemukan adanya hal baru yang berbeda dengan kesimpulan awal yang didapatkan 
atau menyimpang dari asumsi terkait dinamika konflik di sektor pertanian  yang semula 
dikembangkan peneliti dan tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Tahap penjelasan ini 
dibantu dengan berbagai referensi teoritis untuk memudahkan peneliti dalam menarik 
sebuah kesimpulan penelitian. 
e) Menuliskan Hasil Penelitian 
Tahap ini merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian analisis data. Pada 
tahap ini, peneliti mulai menuliskan hasil penelitian yang didapatkan di lapangan untuk 
mengantarkan peneliti dalam merumuskan sebuah kesimrpulan tentang bagaimana 
dinamika dan peta konflik di sektor pertaniandi Lingkungan Madallo. 
 
 
 
 
BAB IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Lingkungan Fisik 
Secara geografis Lingkungan Madallo merupakan bagian dari kecamatan watang 
sawitto, kabupaten pinrang. Sebuah kabupaten yang terletak antara 3°19’13 ”- 4°10’30” 
Lintang Selatan dan 119°26’30’ - 119°47’20” Bujur Timur dengan luas wilayah berkisar 
10,04 km2. 
Lingkungan Madallo adalah salah satu lingkunagan yang terletak di bagian barat 
kecamatan watang sawitto. Secara geografis lingkungan ini berbatasan dengan 
beberapa kecamatan dan lingkungan yang secara rinci diuraikan sebagai berikut : 
1) Sebelah utara     : berbatasan dengan dusun tanra tuo 
2) Sebelah timur     : berbatasan dengan lingkungan salo 
3) Sebelah selatan  : berbatasan dengan desa awan-awan 
4) Sebelah barat     : berbatasan dengan kecamatan cempa 
 Secara geografis, Lingkungan Madallo merupakan salah satu daerah lumbung 
padi yang ada d kabupaten pinrang dan merupakan daerah penghasil padi yang sangat 
produktif. 
 Menurut data yang kami peroleh dari Badan Pusat Statistik kabupaten Pinrang 
dalam bukunya kecamatan Watang Sawitto dalam angka 2010  (Watang Sawitto in 
figures), wilayah Lingkungan Madallo berjarak 8 km dari kota pinrang. Jarak tersebut 
dapat ditempuh melalui jalur darat dengan berbagai aneka trasportasi yang tersedia di 
wilayah tersebut karena akses transportasi yang relative lancar karena wilayah ini dilalui 
oleh jalur antar kota. 
 
B. Lingkungan Sosial 
Aspek pertama yang akan digambarkan secara umum dalam lingkungan sosial 
adalah aspek pemerintahan Lingkungan Madallo. Dari aspek pemerintahan, 
Lingkungan Madallo dipimpin oleh seorang kepala lingkungan.  Pada saat ini 
Lingkungan Madallo di pimpin oleh kepala lingkungan yang bernama Sadar, beliau 
menjabat sebagai kepala lingkungan sejak tahun 2002 hingga sekarang. Semasa 
pemerimtahan beliau hanya di bantu oleh aparatur lingkungan yaitu kepala RT dan 
kepala RW dan tokoh-tokoh agama setempat. Untuk klasifikasi wilayah pemerintahan di 
daerah ini terbagi dalam dua Rukun Tetangga (RT) dan dua Rukun Warga (RW) 
Secara demografis, penduduk yang bermukim di Lingkungan Madallo pada tahun 
2005 sebesar 582 jiwa yang terdiri dari 283 jiwa laki-laki dan 299 jiwa perempuan. 
Perkembangan jumlah penduduk selama lima tahun setelah tahun 2005 mengalami 
perkembangan yang cukup drastic. Data yang dilansir dari aparat setempat 
mengemukakan bahwa jumlah penduduk di tahun 2011 sebesar 970 jiwa yang terdiri 
dari 474 laki-laki dan 496 perempuan. Sementara data terakhir yang diperoleh 
menunjukkan adanyan penururan jumlah penduduk di tahun 2011 yang terdiri dari 471 
laki-laki dan 489 perempuan, jadi total penduduk di tahun 2012 sebesar 960 jiwa. 
Secara lebih detail, perkembangan jumlah penduduk akan digambarkan dalam diagram 
berikut ini. 
 
 
Gambar I: Diagram Jumlah Penduduk Lingkungan Madallo,  
Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang Tahun 2005, 2011 dan 2012
 
Sumber: Data Base Kantor Kelurahan Siparappe  
 
Hal lain yang perlu diketahui dalam bab ini adalah terkait dengan tempat 
masyarakat bermukim. Masyarakat di Lingkungan Madallo bermukim dengan dua 
model perumahan yaitu rumah panggung dan rumah bawah. Namun yang 
mendominasi wilayah ini umumnya adalah rumah panggung. 
Sisi lain yang juga menarik untuk dikaji adalah aspek pendidikan. Aspek 
pendidikan di Lingkungan Madallo menjadi salah satu aspek penting dan mendapat 
perhatian dari pemerintah dan masyarakat setempat. Hal ini terbukti dengan hadirnya 
berbagai sarana pendidikan di Lingkungan Madallo mulai dari level pendidikan Taman 
Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Dasar (SD). Secara rinci sarana pendidikan tersebut 
adalah satu unit TK yaitu TK Satu Atap dan satu unit SD yaitu Sekolah Dasar Negeri 
245 Pinrang. 
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Aspek selanjutnya yang perlu diuraikan sebagai gambaran umum penduduk 
Lingkungan Madallo adalah mata pencaharian. Di lingkungan ini, penduduk hidup 
dengan beragam mata pencaharian. Mulai dari sektor pertanian dan perkebunan, 
maupun pegawai negeri dan swasta menjadi bidang-bidang yang digeluti oleh 
masyarakat di lingkungan tersebut. Dari sekian banyak profesi, sektor pertanian yang 
menjadi domain utama bagi masyarakat dalam menggantungkan kebutuhan ekonomi 
mereka karena hampir dari seluruh masyarakat lingkungan ini menggeluti profesi 
petani. 
Dalam bidang pertanian, masyarakat setempat banyak bergelut dalam 
pengelolaan pertanian dengan varietas tanaman yang paling dominan adalah padi. 
Petani sawah menanam padi dengan musim tanam selama dua kali dalam setahun 
meskipun sebenarnya bisa tiga kali dalam setahun karena sawah irigasi tapi karena 
kondisi yang tidak memungkingkan untuk melakukan hal tersebut karena terhalang 
berbagai kendala. Salah satu kendala yang paling dominan yan dirasakan oleh petani 
setempat adalah persoalan irigasi atau keterbatasan sumber pergairan yang tersedia di 
lingkungan setempat, sehingga masyarakat setempat hanya bisa melakukan sistem 
cocok tanam selama dua kali dalam setahun. 
Jika kita lihat realitas di lapangan, kegiatan masyarakat pada sektor pertanian 
selain didominasi oleh varietas padi sebagai komoditas utama yang menjadi lahan 
produktif bagi masyarakat untuk menggantungkan kehidupannya, msyarakat juga 
menyempatkan diri untuk menanam komoditas lain seperti jagung ataupun coklat yang 
biasa dibudidayakan di areal perkebunan. 
Sisi lain yang menarik di Lingkungan ini sebagai bagian dari liingkungan sosial 
masyarakat Lingkungan Madallo adalah aspek religi dan kepercayaan yang dianut 
masyarakat. Semua penduduk 100 %  yang bermukim Lingkungan Madallo merupakan 
penganut agama Islam. Dari aspek religi, dapat dikatakan bahwa tidak banyak jenis 
agama yang dianut oleh masyarakat setempat.  
Masyarakat yang berdomisili di Lingkungan Madallo sejak dahulu hingga saat ini 
adalah muslim yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam yang diwariskan dari 
generasi ke generasi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan perhatian masyarakat 
setempat dalam mendirikan sarana dan prasarana di lingkungannya. Tak hanya sarana 
fisik, penduduk di lingkungan setempat juga mendirikan berbagai organisasi dan 
perkumpulan yang berbasis keagamaan menunjang perkembangan Islam di wilayah 
tersebut. 
Beberapa sarana dan prasarana serta organisasi keagamaan yang telah didirikan 
antara lain : masjid sebayak 1 buah yang memiliki pengurus masjid. Selain itu 
lingkungan ini juga memiliki satu unit majelis taklim yaitu majelis taklim Lingkungan 
Madallo serta memiliki kelompok seni keagamaan yang disebut “qasidah”. 
Aspek terakhir yang akan diuraikan dalam gambaran umum ini adalah bagaimana 
sisi kesehatan masyarakat setempat. Aspek kesehatan merupakan hal yang sangat 
urgen dan perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah maupun dari 
masyarakat secara umum. Hal itu disebabkan karena aspek kesehatan ini menjadi 
penunjang terciptanya generasi bangsa yang sehat dan mampu bertahan hidup dengan 
berbagai tantangan yang bisa saja mengancam kondisi fisik seseorang. 
Membahas persoalan kesehatan, di Lingkungan Madallo nampaknya aspek ini 
belum mendapat perhatian yang maksimal dari pihak yang tekait. Hal ini bisa dilihat dari 
minimnya sarana kesehatan yang ada di lingkungan ini. Hingga saat ini hanya 1 (satu) 
posyandu yang telah dibangun. Tak hanya itu, tenaga medis di wilayah ini pun masih 
bisa dikatakan relatif rendah karena hanya satu orang bidan yang ditugaskan di 
lingkungan ini. Untuk memperoleh pelayanan kesehatan masyarakat harus berkunjung 
ke puskesmas kecamatan, yang terletak di Kecamatan Cempa yang berjarak 2 km dari 
Lingkungan Madallo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan April hingga Juni 2012 yang berlokasi di 
Lingkungan Madallo Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto,Kabupaten 
Pinrang. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memberiikan gambaran 
berbagai informasi dan data seputar kehidupan dan hubungan sosial antaraburuh tani 
dan pemodal (pemilik tanah) di sektor pertanian, khususnya dalam membedah 
persoalan konflik yang seringkali mewarnai interaksi sosial di antara kedua belah pihak.  
Untuk memperoleh data dan gambaran terkait masalah yang diteliti, penulis 
dalam hal ini telah mengumpulkan sejumlah data dari beberapa informan yaitu 6(enam) 
orang buruh tani dan 3 (tiga) orang pemodal (pemilik tanah). Secara rinci berikut akan 
diuraikan identitas dari informan dalam penelitian ini. 
 
A. Identitas informan 
Secara detail di bawah akan diuraikan identitas informan penelitian yang terdiri 
dari buruh tani dan pemilik tanah yang disajikan dalam tabel berikut : 
 
 
 
 
 
 
Tabel 1 : Profil Buruh Tani 
NO. 
INISIAL 
INFORMAN 
PENDIDIKAN 
LAMA SEBAGAI 
BURUH TANI 
PENDAPATAN LUAS LAHAN 
1. RW 
TIDAK 
TAMAT SD 
5 TAHUN - SKRG 3. 600. 000 1,50 Ha 
2. HM SD 5 TAHUN - SKRG 3. 624. 000 1 Ha 
3. SN 
TIDAK 
TAMAT SD 
4 TAHUN - SKRG 4. 610. 000 1, 60 Ha 
4. LP SD 3 TAHUN - SKRG 
1. 500. 
000 
50 Are 
5.  BM SD 2 TAHUN – SKRG  3. 000. 000  5 Ha 
6. AZ SD 3 TAHUN - SKRG 3. 000. 000 5 Ha 
Sumber : Data primer setelah diolah, 2012. 
 
1. Informan Buruh Tani 
Informan 1 : RW (60 tahun) 
RW adlalah informan pertama yang kami temui dan saat ini menetap di 
Lingkungan Madallo bersama kelurganya. Informan merupakan pendatang baru di 
daerah tersebut. Ia sebelumnya tinggal di Kabupaten Maros. Informan pada awalnya 
hanya seorang pendatang baru dan mencoba peruntungan di bidang agraria dengan 
menjadi buruh tani. Tingkat pendidikan yang sempat dirasakan oleh informan adalah 
sekolah dasar, meskipun tidak sempat menyelesaikan pendidikannya pada jenjang 
tersebut.  
Jika kita kaji dari jejak profesi yang kini digeluti oleh RW, semula ia hanya ikut 
dengan iparnya yang juga berprofesi sebagai buruh tani di Lingkungan Madallo. Seiring 
dengan perjalanan waktu, lambat laun ia menjadikan rutinitas tersebut sebagai 
perkerjaan tetap. Dengan pekerjaannya selaku buruh tani di lingkungan setempat, ia 
sanggup menjadi penopang kebutuhan ekonomi keluarganya.  
Saat ini RW menetap di Lingkungan Madallo bersama dengan anak dan istrinya. 
Ia di anugrahi seorang anak perempuan, meskipun umur RW sudah tidak produktif lagi 
ia juga harus melakoni pekerjaanya sebagai buruh tani karena hanya dengan cara itu 
yang dapat ia lakukan untuk menghidupi keluarganya. 
Ketika RW masih berdomisili di Kabupaten Maros, ia juga merupakan seorang 
buruh tani, namun karena lahan pertaniannya sudah tidak ada lagi sehingga ia harus 
merantau dan mencari kerja baru. Akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke 
Lingkungan Madallo. Di sinilah ia mencari peruntungan baru meskipun hanya 
menumpang dirumah warga setempat. 
“Semenjak saya jadi buruh tani tidak pernah ada peningkatan dalam 
hidupku ini, kondisi saya begini terus, hidup dengan penghasilan serba tidak 
mencukupi.Saya juga takut untuk mengeluh masalah sistem pembagian hasil 
yang diberlakukan pemilik tanah karena saya hanya seorang bawahan apa lagi 
kondisi saya juga sudah tua”. 
(Wawancara 7 Mei 2012). 
 
 
 
Informan 2 : HM (50 tahun) 
 HM adalah informan kedua yang berjenis kelamin laki-laki tinggal di Lingkungan 
Madallo. Informan ini adalah seseorang yang mengenyam bangku pendidikan hanya 
sampai tingkat pendidikan dasar atau yang sangat familiar disebut dengan istilah 
Sekolah Dasar. SD 245 Pinrang adalah tempat beliau menghabiskan masa kanak-
kanaknya untuk menuntut ilmu. Keterbatasan jenjang pendidikan yang diraih oleh 
informan ini, selain dikarenakan oleh keterbatasan ekonomi, faktor lain yang 
menyebabkan hal tersebut adalah pola pikir. Pemikiran masyarakat tradisional  pada 
umumnya masih menganggap pendidikan merupakan aspek yang tidak menjadi 
prioritas bagi masyarakat, karena menurut mereka, prioritas utama dalam hidup mereka 
adalah bekerja.  
Informan yang pada saat ini genap berusia 50 tahun, telah dianugrahi enam 
orang anak yang terdiri dari empat orang laki-laki dan dua orang perempuan dari 
seorang istri yang merupakan penduduk asli kabupaten pinrang dan berdomisili di 
Lingkungan Madallo. Informan ini merupakan buruh tani yang mengelolah areal 
persawahan milik pemodal (pemilik tanah). 
Jika diteliti dari perjalanan kisah hidupnya, HM adalah informan yang menarik 
untuk dikaji. Informan ini pernah mengaduh nasib menjadi TKI di Malaysia bersama 
istrinya ketika mereka baru saja berkeluarga. Selama kurang lebih tujuh tahun ia 
bekerja sebagai buruh pada sebuah lahan perkebunan kelapa sawit. Dengan selang 
waktu tersebut, ia akhirnya kembali ke kampung halaman ketika ia telah dianugrahi dua 
orang anak tepatnya ditahun 1997. Setelah menetap dan berdomosili di Lingkungan 
Madallo ia kemudian menghabiskan waktunya untuk bekerja disektor pertanian selama 
kurang lebih lima tahun. 
Perjalanan hidup HM tak berakhir sampai disitu. Ia seringkali meluangkan waktu 
untuk berkunjung di Kolaka untuk mengolah lahan perkebunan coklat dan cengkeh 
yang ada disana. HM terkadang menetap disana hingga satu atau dua tahun lamanya, 
namum saat ini HM telah memantapkan diri untuk menetap dikampung halamannya 
dan menjalani aktifitasnya di wilayah tersebut. 
“Saya sudah merasakan banyak pengalaman kerjamulai dari menjadi 
seorang tki hingga menjadi buruh tani.Sekarang kondisi seorang buruh tani 
sangat memprihatinkan karenapemilik tanah tidak ada rasa belas kasihannya 
kepada buruh taninya, pemilik tanah selalu bersikap semau-maunya terhadap 
para buruh taninya. Saya pernah dirugikan oleh boss saya sampai saya harus 
membayar ganti rugi ongkos kerja karena boss saya mengubah perjanjian pada 
saat masa panen dan saya tidak bisa berbuat apa-apa karana saya hanya 
seorang bawahan dan boss saya tidak peduli terhadap kerugian yang saya 
alami dia hanya mementingakan dirinya yang tidak mau apabila dia rugi dalam 
setiap panen, padahal tidak selamanya hasil panen itu bagus jadi mau tidaj 
mau saya sebagai buruhnya yang harus menanggung semuanya”. 
(Wawancara 10 Mei 2012) 
 
Informan 3 : SN (50 tahun) 
Informan ini adalah seorang buruh tani yang saat ini telah berkeluarga dan 
menetap di Lingkungan Madallo. SN adalah informan yang sebenarnya pendatang dari 
daerah luar kota dan memutuskan untuk datang di Kabupaten Pinrang untuk mengaduh 
nasib diwilayah tersebut. Disanalah akhirnya dia diajak oleh penduduk setempat dan 
tinggal bersama keluarganya dan akhirnya SN memilih untuk menerima tawaran 
tersebut hingga akhirnya ia menikah dan menetap diwilayah Lingkungan Madallo. 
Saat ini SN telah dianugrahi dua orang anak yang terdiri dari satu orang laki-laki 
dan satu orang perempuan. SN saat ini mengolah sebuah lahan pertanian yang 
komoditas utamanya adalah padi yang lahan pertanianya berlokasi tidak jauh dengan 
informan bahkan bisa dijangkau dengan hanya berjalan kaki. Selain menjalani 
rutinitasnya di dunia agraria ia juga menyempatkan waktu untuk menyalurkan bakatnya 
sebagai tukang servis berbagai peralatan rumah tangga, antara lain kompor gas, 
kulkas, mesin air, tv dan lain-lain. 
“Sejak menjadi buruh tani, saya tidak pernah memprotes boss saya karena 
saya hanya anak buah dan bisa saja dipecat apabila komplain kepada boss. 
Kita sebagai buruh tidak bisa berbuat apa-apa karena semua keputusan ada 
ditangan boss (pemilik tanah). Jadi apapun yang diperintahkan, saya hanya 
bisa menurutinya”. 
(Wawancara 13 Mei 2012) 
 
 
Informan 4 : LP (35 tahun) 
Informan yang berinisial LP adalah seorang penduduk asli Lingkungan Madallo 
yang kini berusia 35 tahun. LP adalah seorang yatim piatu karena ditinggal mati oleh 
kedua orang tuanya ketika ia masih berusia 15 tahun. Dengan kepergian kedua 
orangtuanya kondisi keluarganya seketika berubah secara drastis. Putra ke dua dari 
tiga bersaudara ini harus tinggal terpisah dengan kedua saudaranya dan menjalani 
hidup masing-masing. Sejak itu informan menggeluti dunia kerja hingga tidak ada 
waktunya untuk mengenyam dunia pendidikan karena informan disibukkan dengan 
dunia kerja. 
LP adalah informan yang mengakhiri masa lajangnya ditahun 2010 dan menikahi 
seorang perempuan yang berasal dari sebuah daerah yang berbatasan dengan 
Lingkungan Madallo. Selama hidupnya LP pernah mencoba peruntungan sebagai 
buruh petani tambak namun karena tidak ada perubahan yang dirasakan secara 
drastis, ia akhirnya kembali menggeluti rutinitasnya sebagai buruh tani di sektor 
pertanian. 
“Saya menjadi buruh tani karena sudah tidak ada pekerjaan lain.Saya 
bekerja sebagai buruh tani hanya untuk menyambung hidup saja. Saya tidak 
memiliki kekuatan untuk melawan boss saya karena saya hanya anak buah, 
jika saya banyak protes maka saya juga akan diberhentikan menjadi buruhnya”. 
(Wawancara 15 Mei 2012) 
 
 
Informan 5 : BM (23 tahun) 
BM adalah informan yang kini menetap di Lingkungan Madallo dan menjadi 
buruh tani dengan pendidikan terakhir sekolah dasar. BM hanya bisa mengenyam 
pendidikan dasar karena keterbatasan ekonomi dan ketidakmampuan orang tua untuk 
membiayai pendidikannya. BM termasuk anak yatim karena ditinggal mati oleh ibunya. 
Sejak kepergian ibunda yang tercinta, BM menjalani hidupnya dengan sendiri meskipun 
ia memiliki dua saudara perempuan, namun saudara perempuannya sudah menikah 
begitupun dengan ayahnya sehingga mengharuskan ia menjalani kehidupan sebatang 
kara. 
BM merasa sudah terbisaa hidup sendiri semenjak ditinggal pergi oleh semua 
anggota keuarganya. Dengan kondisi yang seperti itu, ia tetap bisa menjalani hidupnya 
dengan menjadi seorang buruh tani di Lingkungan Madello, karena hal tersebut adalah 
salah satu lahan potensil bagi informan ini untuk menggantungkan hidupnya. Selain 
menjalani kesehariannya sebagai seorang buruh tani, BM juga disibukkan dengan 
rutinitas sebagai kuli mobil truk pengangkut barang yang dijadikan profesi 
sampingannya.  
“Sangat susah jadi buruh tani karena boss (pemilik tanah) tidak peduli 
kepada buruhnya, maunya hasil panen bagus terus tanpa mau peduli dengan 
pekerjaan buruhnya.Saya hanya diupah tiga juta, padahal luas sawah yang 
harus saya kerja seluas lima hektar(5000 M. Kalau dihitungtidak sebanding 
dengan yang saya kerjakan, tapi mau apa lagi karena hanya itu yang diberikan 
pemilik tanahkepada saya”. 
(Wawancara, 18 Mei 2012) 
 
Informan 6 : AZ (22 tahun) 
AZ merupakan informan yang berdomisili di Lingkungan Madallo, ia sebelumnya 
hanya seorang pendatang dari Tanah Mandar bersama kelurganya. Karena kedua 
orang tua AZ berpisah, ia memutuskan untuk bekerja menjadi buruh tani sejak ia masih 
berumur 15 tahun dan meninggalkan dunia pendidikan karena disibukkan dengan 
pekerjaannya sebagai buruh tani. Kondisi itu membuat AZ harus bekerja keras untuk 
menghidupi keluarganya, karena AZ merupakan kepala keluga semenjak kelurganya 
berpisah ia juga memutuskan untuk berhenti sekolah meskipun keinginannya sangat 
kuat untuk melanjutkan pendidikannya tapi karena faktor kondisi ekonomi yang hanya 
pas-pasan membuat dia dilema. 
Informan ini tinggal di rumah warga setempat bersama dengan ibunya dan satu 
orang saudara perempuany. Adik perempan AZ pun harus mengakhiri sekolahnya 
karena keterhimpitan biaya yang melanda keluraganya.  Ia hanya pernah mengenyam 
pendidikan sampai bangku sekolah dasar saja. 
“Selama saya bekerja menjadi buruh tani, saya diupah tiga juta setiap panen 
dan luas sawah bossku 5 hektar (5000M) sama dengan buruh lainnya tidak 
pernah dikasi naik gajiku.Kasian na lamanyami saya berkerja jadi buruh sama 
bossku yakni sekitarlebih dari tiga tahun atau sekitar tujuh kali panen. 
Sementara buruh sperti saya tidak ada kata libur, saya bekerja dari musim 
penggarapan sampai musim panen baru hanya diupah 3 juta, susah memang 
karena saya cumaanak buah”. 
(Wawancara, 21 Mei 2012). 
 
 
2. Informan Pemilik Tanah 
Sementara itu dari sisi pemilik tanah yang biasa disebut juga pemodal terdiri dari 
3 (tiga) orang saja seperti pada tabel dibawah ini : 
 
 
 
 
 
Tabel 2 : Profil Pemilik tanah 
NO. 
INISIAL 
INFORMAN 
PENDIDIKAN 
BURUH TANI YANG 
DIPEKERJAKAN 
LUAS LAHAN 
1. RH SMA BM 5 Ha 
2. HS SMA AZ 5 Ha 
3. TH S1 SN & RW ±3 Ha 
Sumber : Data primer setelah diolah, 2012. 
 
Informan 7 : RH ( 40 tahun) 
RH merupakan pemilik tanah (pemodal) yang berdomisili di Lingkungan Madallo. 
Penddidikan terakhir informan adalah SMA  dan ia sudah berkeluraga dan telah 
dianugrahi dua orang anak yaiu dua orang putra dari istrinya yang juga merupakan 
penduduk asli lingkungan setempat. Informan pernah merasakan mengaduh nasib di 
daerah Kalimantan sebelum ia mempunyai istri.   
Saat ini RH telah menetap di kampung halaman dengan menggeluti profesinya di 
bidang agraris. Areal yang dikelola oleh RH saat ini telah mencapai lebih dari sepulu 
hektar yang notabene merupakan areal pertanian dengan padi sebagai komoditas 
utamanya. Dengan lahan seluas itu, RH memperkerjakan dua orang buruh tani untuk 
mengelola lahan pertanian tersebut. 
“Saya hanya mengikuti standar upah yang diberlakukan oleh pemilik tanah 
yang lain, jadi saya juga menerapkannya pada buruhku denga upah 3 juta 
untuk satu masa panen. Saya tidak peduli sama buruh saya kalau memang dia 
sudah tidak sanggup lagi, saya ganti dengan buruh yang lain saja”. 
(Wawancara 24 Mei 2012) 
 
Informan 8 : HS (45 tahun) 
HS merupakan  keluarga yang berada dan cukup mapan yang berdomisili di 
Lingkungan Madallo. Orang tua informan adalah salah satu tokoh agamawan di 
lingkungan setempat. Pendidikan terakhir informan adalah SMA, ia tidak melanjutkan 
pendidikan kejenjang yang lebih tinggi karena adanya pemikiran orang tua yang 
mengatakan tidak perlu mengenyam pendidikan terlalu tinggi jika sudah ada pekerjaan 
yang tetap yang dinilai sangat produktif dan menghasilkan keuntungan materi yang 
cukup dibandingkan dengan dunia pendidikan yang harus mengeluarkan banyak dana. 
HS saat ini telah mengakhiri masa lajangnya dan membina keluarga dengan 
seorang istri yang berasal dari kabupaten yang sama meskipun dari daerah yang 
berbeda. Kini ia telah dianugrahi dua orang anak perempuan dan menetap di Madallo. 
Kini HS mengelola lahan pertanian di Lingkungan Madallo dengan mempekerjakan satu 
orang buruh tani yang mengelola areal persawahan setiap musimnya. 
“Maumi diapa karena sudah jalannya begitu. Terserah dari buruhnya saja 
kalau mau komplen, masih banyak buruh lain yang bisa saya pekerjakan. 
Untung kalau saya masih beri gaji, kalau tidak sama sekali?”. 
(Wawancara 28 Mei 2012) 
 
 
Informan 9 : TH ( 50 tahun) 
TH merupakan pemilik tanah yang tidak berdomisili di Lingkungan Madallo dan 
hanya menanamkan investasi di bidang agraria. Informan merupakan pendatang yang 
berdomisili di Kota Kabupaten Pinrang dan memiliki latar belakang pendidikan yang 
cukup tinggi. Ia menamatkan pedidikannya pada jenjang perguruan tinggi di Makassar 
yaitu Institut Alauiddin Islam Negeri (IAIN) Makassar atau yang saat ini dikenal dengan 
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. 
Informan ini telah membina rumah tangga dan dianugrahi seorang anak yang 
kebetulan pada tahun ini telah menamatkan pendidikannya pada jenjang Sekolah 
Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). TH dan keluarganya menghabiskan waktu untuk 
menetap di daerah kota Pinrang. Meskipun begitu ia tetap menginvestasikan kelebihan 
materi yang dimiliki untuk mengelola lahan pertanian seluas lima hektar dengan 
mempekerjakan dua orang buruh tani di Lingkungan Madallo. 
“Saya cuma kasian sama buruhku jadi saya kasi kerjaki apa lagi dia sudah 
tua, yah jadi begitumi.Mauki suruhki perbaiki caranya kerja sementara dia 
sudahtua, apalagi dia juga cuman pendatang.Menurut saya masalah gajinya 
tidak ada masalah karena begitu yang bisa saya terapkan untuk perjanjiannya”. 
(Wawancara 31 Mei 2012). 
 
Berdasarkan pada hasil wawancara mendalam terhadap tiga orang pemilik 
tanah, telihat bahwa ada persamaan ataupun perbedaan diantara para pemilik tanah. Di 
antara ketiga informan, ada dua informan yang memiliki kecenderungan yang sama 
yang mempekerjakan buruh tani sesuai sistem kerja ataupun sistem upah/gaji yang 
berlaku secara umum pada masyarakat lokal. Kedua pemilik lahan itu adalah RH dan 
HS. Mereka memberlakukan sistem tersebut karena mereka berasumsi bahwa mereka 
bisa saja memutuskan hubungan kerja dengan sang buruh tani apabila ia menuntut gaji 
yang lebih. 
Dari ketiga informan yang berstatus sebagai pemilik tanah, satu diantaranya 
yakni TH memiliki kecenderungan yang berbeda diantara informan lainnya, karena 
selain sebagai informan yang tidak berdomisili di Lingkungan Madallo layaknya kedua 
informan sebelumnya, ia juga menerapkan sistem kerja dan sistem upah yang lebih 
manusiawi yang didasarkan perjanjian dengan buruh tani sebelumnya dengan asumsi 
bahwa si buruh tani telah memasuki usia senja. 
Sedangkan jika kita amati dari sisi kehidupan sang buruh tani, mereka pada 
umumnya memiliki beberapa persamaan yang dapat dilihat dari beberapa indikator 
antara lain dari aspek pendidikan, penghasilan ataupun sistem kerja yang diterapkan. 
Dari segi pendidikan umumnya buruh tani hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar 
antara lain HM, LP, BM dan AZ, sementara selebihnya tidak sempat menyelesaikan 
pendidikannya di sekolah dasar. Dari segi penghasilan, umumnya mereka memperoleh 
gaji yang berkisar antara tiga sampai empat juta dalam sekali panen. Diantara keenam 
buruh tani, hanya satu yang memiliki pendapatan terendah yakni LP yang hanya 
memperoleh Rp. 1. 500. 000,-. 
Sedangkan dari aspek sistem kerja yang dijalankan oleh buruh tani, umumnya 
mereka bekerja selama seharian penuh, mulai dari pagi hingga sore hari yakni sekitar 
pukul 07.00 Wita hingga 17. 30 Wita. Mereka bekerja dengan upah yang diberikan dan 
berlaku untuk satu kali masa panen yang berkisar hingga lima bulan. 
 
B. Dinamika Konflik Pada Sektor Pertanian 
Telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa pertanian merupakan salah satu 
sektor terpenting bagi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya bagi penduduk di 
Kabupaten Pinrang. Hingga saat ini tercatat bahwa bahwa komposisi masyarakat di 
Kabupaten Pinrang didominasi oleh penduduk yang bermata pencaharian di sektor 
pertanian. Masyarakat setempat membudidayakan padi sebagai komoditas utama 
mereka terutama bagi mereka yang bermukim di Lingkungan Madallo Kelurahan 
Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. 
Sumber daya yang sangat potensial yang dimiliki oleh masyarakat setempat 
tentunya diharapkan mampu membawa akses positif bagi warga setempat. Namum 
layaknya dimensi lain dalam sebuah potret kehidupan sosial, sektor pertanian juga tak 
luput dari dinamika yang mampu membawa efek bagi masyarakat setempat yang 
terlibat dalam sektor tersebut. Salah satu wujud dinamis kehidupan pertanian adalah 
hadirnya konflik yang mewarnai pola hubungan antara pihak-pihak yang andil dalam 
sektor tersebut, dalam hal ini, khususnya bagi kaum buruh tani dan pemilik tanah 
(pemodal). 
Secara sosiologis, jika kita analisis fenomena tersebut dari perspektif stratifikasi 
sosial, posisi buruh tani dan pemodal yang memiliki tingkatan yang berbeda mampu 
menjadi salah satu pemicu lahirnya konflik diantara kedua kubu. Sebagaimana 
disebutkan dalam buku Sosiologi Pedesaan, bahwa sebagai akibat dari 
“pengabdiannya” atau posisinya yang lebih rendah dari pemodal, maka buruh tani 
bukanlah orang yang bebas. Ia tidak memiliki alat materi atau kecerdasan untuk 
menjadi bebas, sehingga peluang munculnya ketidakadilan dalam pola hubungan 
diantara buruh tani dan pemodal sangat besar yang dapat memicu lahirnya konflik 
sosial. (Sajogyo dan Sajogyo,2005). 
Kemunculan kelompok-kelompok pemilik modal yang menguasai sistem produksi  
telah menyebabkan ketertindasan kalangan yang tidak memiliki modal kecuali tenaga 
(Auguste Comte). Latar belakang masyarakat inilah yang menjadi perkembangan 
analisi konflik dalam sosiologi dikalangan masyarakat petani, seperti buruh tani dengan 
pemilik modal (pemilik tanah). 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kita dapat lihat saksama 
bagaimana dinamika konflik antara buruh tani dengan pemodal (pemilik tanah). 
Dinamika konflik yang terjadi dalam hal ini dikemukakan oleh informan berikut: 
“Semenjak saya jadi buruh tani tidak pernah ada peningkatan dalam 
hidupku ini, konidisi saya begini terus hidup dengan penghasilan serba tidak 
mencukupi, semenjak saya bekerja sebagai buruh tani saya takut untuk 
mengeluh masalah sistem pembagian hasil yang diberlakukan sama pemilik 
tanah karena saya hanya seorang bawahan, apalagi kondisi saya juga sudah 
tua”. (Wawancara 7 Mei 2012). 
 
 
Maksud dari RW di atas adalah ia ingin mengungkapkan bahwa semenjak ia 
menjadi seorang buruh tani kondisi ekonominya tidak pernah ada peningkatan dan ia 
bekerja hanya karena adanya rasa belas kasihan pemilik tanah (pemodal) kepadanya. 
Meskipun kadang-kadang ia merasakan kerugian ketika upah yang di berikan 
kepadanya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh RW. Namun kondisi tersebut 
hanya bisa dilalui olehnya tanpa memiliki kekuatan untuk melakukan aksi protes kepada 
sang pemilik tanah karena ia sadar bahwa kedudukannya hanyalah seorang buruh tani 
dan bawahan. 
Masalah stratifikasi sosial sangat kental dalam kehidupan buruh tani dimana 
dominasi pemilik tanah sangat cenderung merugikan bagi kaum buruh tani. Kekuasaan 
merupakan genererator dinamika sosial dimana individu dan kelompok dimobilisasi atau 
memobilisasi. Pada saat bersamaan kekuasaan menjadi sumber dari hubungan konflik. 
Kondisi seperti itu telah dialami oleh informan yang berinisial BM. Beliau 
mengemukakan: 
“Sangat susah jadi buruh tani  apalagi boss (pemilik tanah) tidak peduli 
sama buruhnya. Maunya hasil panen bagus terus tanpa mau peduli sama 
pekerjaan buruhnya.Saya hanya diupah tiga juta dalam luas areal sawah 
pemilik tanah yang harus saya kerja yaitu lima hektar(5000 M). Kalau dihitung, 
memang tidak sebanding dengan yang saya kerjakan tapi mau diapa itu yang 
diberikan pemilik tanah pada buruhnya apa lagi kalau malas-malaski bisa saja 
gaji dipotong”.(Wawancara 18 Mei 2012). 
 
Selain pengakuan dari informan di atas, ada satu informan yang juga angkat 
bicara terkait masalah yang dialami sebagai pihak yang terlibat dalam sektor 
pengelolaan lahan pertanian di lingkungan setempat. Informan tersebut yakni AZ. Ia 
mengungkapkan: 
“Selama saya bekerja menjadi buruh tani, saya hanya diupah tiga juta setiap 
panen dan luas sawah bossku 5 hektar (5000 m2). Gajinya sama dengan buruh 
lainnya dan tidak pernah dinaikkansementara saya sudah berkerja jadi buruh 
lebih daritiga tahun atau sekitar tujuh kali panen.Sementara buruh sperti saya 
tidak ada waktu libur.Saya bekerja dari musim peggarapan sampai musim 
panen dan hanya diupah tiga juta, susah memang karena saya hanya anak 
buah”. (Wawancara 22 Mei 2012) 
 
Dari penjelasan BM dan AZ diatas, dapat dipahami bahwa dominasi pemilik tanah 
(pemodal) dalam sistem kerja yang mereka geluti sangat berpengaruh terhadap 
kelangsungan dan proses pekrjaan yan dijalankan oleh para buruh tani, dimana 
pekerjaan yang dilakoni harus benar-benar bekerja dengan ekstra. Kekuasaan yang 
dimiliki oleh pemilik tanah mendukung ia untuk mendominasi berbagai pengambilan 
keputusan dalam pengelolaan lahan pertanian. Salah satu hal yang dapat diamati 
adalah sistem pengupahan. 
Uraian di atas menggambarkan bahwa sistem pengupahan yang  diterapkan oleh 
pemilik tanah terhadap pekerja di lingkungan Madallo secara umum berlaku untuk satu 
masa panen. Upah yang diberikan kepada setiap pekerja/buruh tani sebesar tiga juta 
rupiah untuk luas lahan sekitar 5 ha dalam kurun waktu kurang lebih lima bulan . 
Untuk memperoleh upah yang maksimal, para pekerja harus berjuang dan 
menjalankan tugasnya sebagai buruh tani secara maksimal pula. Seandainya ada 
sedikit tindakan yang berupa bermalas-malasan atau mengambil waktu istirahat pada 
jam kerja, maka pemilik tanah (pemodal) bisa saja memotong upah mereka meskipun 
sebelumnya upah/gaji buruh tani telah disepakati dengan nominal sebesar tiga juta per 
panen untuk luas lahan sekitar 5 ha. Namun ketika  terjadi hal-hal yang tidak diinginkan 
oleh pemodal, maka selaku pemegang kekuasaan tertinggi, pemodal bisa saja 
mengurangi upah buruh dari nominal yang seharusnya diterima. 
Jika kita lihat secara detail bahwa jam kerja yang telah berlaku pada umumnya 
bagi buruh tanisangat tidak sesuai dengan upah yang mereka terima tapi masih saja 
ada pengaruh lain yang bisa saja merugikan buruh tani. Sebagaimana yang telah 
dikemukakan oleh informan HM berikut: 
“Saya sudah merasakan banyak pengalaman kerjamulai dari menjadi 
seorang tki hingga menjadi buruh tani.Sekarang kondisi seorang buruh tani 
sangat memprihatinkan karena pemilik tanah tidak ada rasa belas kasihannya 
kepada buruh taninya, pemilik tanah selalu bersikap semau-maunya terhadap 
para buruh taninya. Saya pernah dirugikan oleh boss saya sampai saya harus 
membayar ganti rugi ongkos kerja karena boss saya mengubah perjanjian pada 
saat masa panen dan saya tidak bisa berbuat apa-apa karana saya hanya 
seorang bawahan dan boss saya tidak peduli terhadap kerugian yang saya 
alami dia hanya mementingakan dirinya yang tidak mau apabila dia rugi dalam 
setiap panen, padahal tidak selamanya hasil panen itu bagus jadi mau tidaj 
mau saya sebagai buruhnya yang harus menanggung semuanya”(Wawancara 
10 Mei 2012). 
 
Senada dengan apa yang dikemukakan informan di atas, salah satu informan juga 
mengemukakan pendapatnya tentang seluk-beluk pekerjaan mereka sebagai orang 
yang bekerja dalam sektor pertanian. Berikut ini uraian pendapat dari seorang informan 
yang berinisial LP :  
 
“Saya menjadi buruh tani karena sudah tidak ada pekerjaan lain kasihan, 
saya bekerja sebagai buruh tani hanya untuk menyambung hidup saja. Saya 
tidak memiliki kekuatan untuk melawan boss saya karena saya hanya anak 
buah, jika saya banyak protes maka saya juga akan diberhentikan menjadi 
buruhnya” (Wawancara 15 Mei 2012). 
 
Dari penjelasan HM dan LP, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena 
kekuasaan pemilik tanah (pemodal) adalah murni tidak bisa diganggu gugat sebab 
kapan mereka komplain terhadap bos mereka maka posisinya sebagai buruh tani bisa 
saja terancam. Mereka hanya bisa menerima apa yang diterapkan oleh pemilik tanah 
(pemodal). Meskipun HM sudah dirugikan oleh pemilik tanah (pemodal) karena sikap 
dari pemilik modal yang sewenang-wenang terhadap dirinya, begitupun dengan LP 
yang hanya bisa menjalani apa yang diperintahkan oleh pemilik modal hanya demi 
menjaga posisinya sebagai buruh tani. 
“Semenjak menjadi buruh tani, saya tidak pernah memprotes boss karena saya 
hanya anak buah dan bisa saja dipecat apabila saya komplenkepada boss 
saya. Kita sebagai buruh tidak bisa berbuat apa-apa karena semua keputusan 
ada ditangan boss (pemilik tanah), jadi apapun yang diperintahkan, saya hanya 
bisa menurutinya”(Wawancara 13 Mei 2012). 
. 
Menurut SN selama ia bekerja sebagai buruh tani, ia tidak pernah melakukan aksi 
protes terhadap pemilik tanah (pemodal) sebagai majikannya, meskipun dia merasa  
bahwa apa yang diperolehnya tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan 
olehnya. Meskipun demikian, ia tetap menjalani rutinitasnya karena pekerjaan yang ia 
lakoni selama bertahun-tahun tersebut tidak bisa ditinggalkan karena hal tersebut 
adalah sektor primer yang menunjang kelangsungan hidupnya sehingga  SN hanya 
bisa menerima ketentuan apa saja dari pemodal, sekalipun itu tidak berpihak padanya. 
Dinamika konflik yang muncul dalam kehidupan buruh tani dengan pemilik modal 
memang tidak bisa dielakkan dan potensi konflik yang dimunculkan sangat besar. Bagi 
buruh tani ini adalah hal yang sangat merugikan dalam kehidupan mereka.Dalam 
sistem kerja dan pembagian hasil yang diterapkan oleh pemodal itu merupakan 
ketentuan yang tidak bisa diubah oleh buruh tani. Mereka hanya bisa menerima 
ketentuan yang diberlakukan oleh pemodal demi kelanggenan hubungan kerja 
keduanya. 
Berikut ini diungkapkan beberapa pendapat dari pemilik tanah terkait (RH) 
masalah di atas: 
“Saya hanya mengikuti standar upah yang diberlakukan oleh pemilik tanah 
yang lain, jadi saya juga menerapkannya pada buruh denga upah tiga juta 
untuk satu masa panen. Saya tidak peduli sama buruh saya kalau memang dia 
sudah tidak sanggup lagisaya ganti dengan yang lain, dan bukan menjadi 
urusan saya masalah dirinya, kalau dia bekerja saya gaji dia”. 
(RH 40 tahun, wawancara 24 Mei 2012) 
 
Pernyataan yang dikemukakan oleh informan di atas menandakan adanya 
otoritas penuh yang dimiliki oleh seorang pemilik tanah. Sebagai pihak yang 
memegang kendali sang buruh, ia memberlakukan sistem kerja dan pengupahan 
tanpa mempertimbangkan keinginan dan harapan dari buruh yang dipekerjakannya. 
Dengan sikap yang seperti itu, tersirat adanya perlakuan yang tidak adil terhadap 
buruh. Meskipun demikian, para buruh tidak bisa berbuat banyak karena sang pemilik 
lahan bisa saja menggantikan dengan buruh lainnya. 
Hal tersebut juga diungkapkan oleh informan berikut ini: 
“Maumi apa lagi karena jalannya sudah begitu.Terserah dari buruhnya saja 
kalau mau komplen, masih banyak buruh lain yang bisa saya pekerjakan. 
Untung kalau saya masih berbuat baik untuk memberinya gaji, daripada tidak 
ada sama sekali?” (Wawancara 28 Mei 2012). 
 
Masalah pemberian upah yang diberlakukan oleh pemilik lahan juga 
dikemukakan oleh informan yang saat ini telah berusia lima puluh tahun. Statusnya 
sebagai pemilik lahan membuat ia juga menerapkan pembagian upah yang 
menguntungkan dirinya. Hal itu dikemukakan dalam petikan wawancara dengan RH 
berikut : 
“Saya cuman kasian sama buruhku jadi saya kasi kerjaki,  apalagi dia sudah 
tua jadi begitumi.Mauki suruh perbaiki caranya kerja sementara dia sudah tua, 
apalagi dia cuman pendatang.Menurut saya masalah gajinya tidak ada masalah 
karenacuma begitu yang bisa saya terapkan untuk perjanjiannya.Masa sih saya 
harus rugi?”.(Wawancara 31 Mei 2012). 
 
Dari penjelasan ketiga pemilik tanah (pemodal), hampir semuanya memberiikan 
keterangan yang sama satu sama lain. Sistem pengupahan yang diberlakukan oleh RH 
sama dengan sitem yang diberlakukan oleh pemodal lainnya. Sistem pengupahan yang 
diberlakukan umumnya tidak memperhatikan sinergitas antara jumlah upah yang 
diterima dengan luas areal persawahan yang dikelola. RH hanya mengikuti standar gaji 
untuk buruh taninya sesuai dengan standar gaji pemodal lain, yaitu sekitar 3 juta rupiah 
untuk areal sawah seluas 5 ha dalam sekali panen (±5 bulan). Apabila buruh tani tidak 
bisa menerima ketentuan tersebut, maka ia akan mencari buruh lain untuk mengarap 
areal persawahannya. 
Pola pemberian upah yang dianggap akan merugikan buruh tani di satu sisi, juga 
diterapkan oleh HS. Beliau menerapkan hal demikian dan apabila buruh tani tidak bisa 
menerimanya ia bisa saja menggantikan buruh taninya dengan buruh tani yang lain. 
Kondisi tersebut mau tidak mau harus diterima oleh para buruh karena mereka 
beranggapan  bahwa memperoleh kedudukan sebagai buruh tani adalah sebuah hal 
yang bisa menunjang kehidupan ekonominya sekalipun pendapatan yang diperoleh 
tidak sebanding dengan kinerjanya.  
Sementara informan yang berinisial TH memberi kesaksian yang cukup unik. Di 
satu sisi, ia merasa iba kepada buruh tani yang dipekerjakannya karena kondisi yang 
tidak ideal yang harus diterimanya. Sementara di sisi lain, jika sang buruh melakukan 
protes terhadap upah mereka maka ia akan menggatikannya dengan buruh lain 
daripada ia merasa dirugikan. 
Dari penjelasan ketiga pemodal (pemilik tanah) diatas, dapat ditarik sebuah 
benang merah bahwa kedudukan buruh tani sangat terpojok bukan hanya karena faktor 
kekeuasaan yang tertinggi ada pada pemodal, namun hal ini juga dikarenakan adanya 
persaingan sesama buruh tani yang ingin bekerja menjadi buruh tani kepada pemodal. 
Kondisi tersebut menjadi sebuah penyebab sehingga tidak mengherankan jika pemodal 
bisa saja bertindak sewenang-wenang  terhadap para buruh dengan mengganti buruh 
tani yang dipekerjakannya dengan buruh yang lainnya. 
 
1. Penyebab Konflik 
.Konflik yang terjadi pada manusia bersumber pada berbagai macam sebab. 
Begitu beragamnya sumber konflik yang terjadi antar manusia, sehingga sulit untuk 
dideskripsikan secara jelas dan terperinci sumber dari konflik. Hal ini dikarenakan 
sesuatu yang seharusnya bisa menjadi sumber konflik, tetapi pada kelompok manusia 
tertentu ternyata tidak menjadi sumber konflik, demikian halnya sebaliknya. Kadang 
sesuatu yang sifatnya sepele bisa menjadi sumber konflik antara manusia. 
Dalam kehidupan masyarakat buruh tani ada beberapa hal yang menjadi faktor 
terjadinya konflik yang mewarnai sistem hubungan kerja mereka dengan pemodal 
(pemilik tanah), yaitu: 
a. Perbedaan Pendapat 
Menurut Anoraga dalam Saputro (2003) suatu konflik dapat terjadi karena 
perbedaan pendapat. Hal tersebut terjadi ketika masing-masing pihak merasa dirinya 
benar, tidak ada yang maumengakui kesalahan, dan apabila perbedaan pendapat 
tersebut amat tajam maka dapat menimbulkan rasa kurang enak, ketegangan dan 
sebagainya. 
Perbedaan pendapat yang menjadi salah satu faktor penyebab munculnya konflik 
pada masyarakat yang bergelut dibidang agraris juga dirasakan oleh informan yang 
berinisial HM. Sebagai seorang buruh tani Beliau pernah berkonflik dengan seorang 
pemilik tanah (pemodal) yang merupakan tempat ia bekerja.  
Setelah menjalani masa kerjanya selama dua periode masa panen yang berkisar 
kurang lebih satu tahun, HM  terlibat konflik dengan pemilik tanah (pemodal) 
dikarenakan adanya perbedaan pendapat tentang kesepakatan kerja antara kedua 
belah pihak. Kesepakatan kerja yang dilakukan secara lisan berisi tentang bagaimana 
sistem bagi hasil yang diterapkan dalam periode panen yang mempekerjakan buruh 
tani selama masa satu kali panen yang berkisar kurang lebih lima bulan. Kesepakatan 
kerja yang disusun oleh HM dan pemilik tanah tersebut menghasilkan keputusan 
adanya pembagian hasil sebesar 60 % untuk buruh tani, dan sisanya sebesar 40 % 
untuk pemilik tanah dengan catatan bahwa semua ongkos kerja/biaya produksi 
dibebankan kepada buruh. Biaya produksi tersebut antara lain pengadaan bibit, pupuk, 
pestisida,hingga penyewaan alat penggarap sawah berupa traktor maupun alat 
pemotong dan penggiling padi. 
Kesepakatan kerja yang awalnya hanya dilakukan dengan perjanjian lisan ternyata 
menjadi pemicu lahirnya konflik diakhir masa kerjanya karena tiba-tiba pemilik tanah 
(pemodal) mengubah perjajian sebelumnya secara sepihak tanpa adanya persetujuan 
dari HM selaku buruh tani. Sistem bagi hasil yang awalnya telah disepakati ternyata 
diubah secara sepihak oleh pemilik tanah karena tergiur dengan keuntungan yang lebih 
yang didapatkan ketika panen. Perubahan tersebut menjadikan buruh tani hanya 
mendapat bagian 40 %, sementara pemilik tanah mendapat bagian 60 % dari hasil 
panen. Tentu hal tersebut menyalahi aturan awal yang telah disepakati oleh kedua 
belah pihak.  
Kondisi yang tidak ideal yang dialami oleh HM yang awalnya hanya didasari 
perbedaan pendapat karena tidak adanya perjanjian hitam di atas putih dan berakibat 
pada keputusan sewenang-wenang dari pemilik tanah (pemodal), akhirnya membuat 
HM mengambil keputusan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai buruh tani pada 
atasannya tersebut tanpa mengambil upah yang telah menjadi haknya. Keputusan ini 
diambil oleh HM, karena ia merasa bahwa ia adalah pihak yang dirugikan dan secara 
tidak langsung mencoreng harga dirinya sebagai pihak yang telah bekerja keras 
sehingga bisa memperoleh hasil panen yang melimpah. Keadaan tersebut terpaksa 
ditempuh oleh HM, karena ketika melakukan klarifikasi, pemilik tanah hanya melakukan 
pembelaan diri dengan berasumsi bahwa tanah yang dia kelola adalah hak milik 
pribadinya sehingga dengan mudahnya ia bisa mengambil tindakan seperti itu. 
Hal tersebut di atas telah diilustrasikan oleh informan dalam kutipan berikut : 
“Saya pernah dirugikan oleh boss saya sampai saya harus membayar ganti 
rugi ongkos kerja karena boss saya mengubah perjanjian pada saat masa 
panen dan saya tidak bisa berbuat apa-apa karana saya hanya seorang 
bawahan dan boss saya tidak peduli terhadap kerugian yang saya alami. Dia 
hanya mementingakan dirinya dan tidak mau apabila dia rugi dalam setiap 
panen, padahal tidak selamanya hasil panen itu bagus jadi mau tidak mau, 
saya sebagai buruhnya yang harus menanggung semuanya”  (Wawancara 10 
Mei 2012). 
 
 
 
b. Sistem Kerja 
Secara umum, sistem kerja adalah serangkaian dari beberapa pekerjaan yang 
berbeda kemudian dipadukan untuk menghasilkan suatu benda atau jasa yang 
menghasilkan pelanggan atau keuntungan perusahaan/organisasi. Sistem kerja 
melibatkan banyak faktor manusia dan adanya keterkaitan pola kerja manusia dengan 
alat atau mesin, faktor-faktor yang dikombinasikan antara manusia dan alat tersebut 
suatu prosedur atau tahapan kerja yang sudah tetap dan di dokumentasikan sehingga 
menghasilkan suatu sistem kerja yang konsisten dan dapat menghasilkan hasil kerja 
yang berkualitas (Irawan, 2010). 
Sistem kerja yang dimaksud adalah tidak adanya kepastian yang jelas mengenai 
masa kontrak yang diberikan pada buruh tani oleh pemodal (pemilik tanah), pemodal 
dengan sewenang-wenang bisa memberihentikan para buruh tani yang 
dipekerjakannya. kesimpang siuran sistem kerja yang diindikasikan oleh ketidakpastian 
masa kontrak yang harus dijalani oleh buruh tani merupakan salah satu faktor yang 
akan memicu lahirnya konflik. 
Selain faktor masa kontrak buruh tani, hal lain yang patut untuk diperhatikan 
terkait dengan sistem kerja adalah waktu kerja harian yang harus dijalani oleh buruh 
tani dalam mengelolah lahan pertanian yang dibebankan kepadanya, juga menjadi 
pemicu lahirnya konflik diantara buruh tani dengan pemilik tanah. Otoritas yang dimiliki 
oleh pemilik tanah, memberi keleluasaan bagi dia untuk menuntut kinerja dari buruh tani 
secara maksimal yang umumnya bekerja dari pagi hingga sore hari. 
Tindakan pemilik tanah yang terkadang menuntut buruhnya untuk bekerja full 
time.Bekerja full time yang dimaksud dalam hal ini adalah bekerja sejak pukul 06.30 
Wita pagi hingga pukul 17.30 Wita dengan jeda istirahat kurang lebih 1,5 jam. Hal 
tersebut justru menuai munculnya protes dari buruh tani terlebih ketika ia akan 
melakukan aktivitas lain sementara disisi lain ia dituntut untuk menyelesaikan 
pekerjaannya sebagai buruh tani. Hal ini dialami BM yang akhirnya terlibat konflik 
dengan sang majikan, yakni RH yang ditandai dengan dengan adu mulut dan 
percekcokan antara kedua belah pihak. Hal tersebut terjadi ditengarai hanya karena 
permohonan izin yang diajukan oleh BM kepada RH ketika jam kerja masih 
berlangsung untuk melakukan kerja sambilan yang telah lama digelutinya sebagai kuli 
pengangkut barang. Kejadian ini berlangsung pada bulan Maret tahun 2010. Namun 
ternyata RH merespon dengan nada sinis dan tidak memberikan izin kepada BM. Tak 
cukup sampai disitu RH juga mengancam untuk memotong upahnya sehingga terjadilah 
hal-hal yang tidak diinginkan. 
Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh peneliti, BM mengungkapkan 
sebagai berikut : 
“Saya pernah minta izin sama bossku untuk istirahat sebentar, dia malah 
marah-marah ke saya dan ia juga mengancam kalau ia mau potong 
gajiku”(Wawancara 18 Mei 2012). 
 
Secara sosiologis kondisi yang dialami oleh BM dan RH jauh sebelumnya telah 
dipediksi oleh ilmuan yang bernama Karl marx yang diidentik dengan teorinya tentang 
menentang sistem kapitalis karena adanya pembedaan dua kubuh yang sangat 
kontraks yakni kaum kapitalis dan proletariat. Pembedaan dua kelas tersebut ternyata 
menimbulkan ketidak adilan bagi salah satu pihak. Disatu sisi kaum kapitalis yang 
diidentik dengan pemodal (pemilik tanah) memiliki kekuatan modal dan otoritas yang 
penuh. Sementara disisi lain kaum buruh yang notabene termasuk kalangan proletar, 
selalu mengalami ketertindasan dan ketidak adilan. Atau diistilahkan oleh Marx sebagai 
bentuk alienasi. 
Susan dalam buku Pengantar Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Konflik Kontemporer 
(2010), Karl Max mengklasifikasikan masyarakat dalam dua domain besar yakni kaum 
kapitalis dan proletariat. Kedua kelas ini berada dalam struktur sosial yang hirarkis, dan 
borjuis melakukan eksploitasi terhadap proletar dalam sistem prouksi kapitalis. 
Ketegangan hubungan produksi antara kedua kelas melahirkan gerakan sosial dan 
ketegangan tersebut terjadi ketika kelas proletar sadar akan eksploitasi borjuis kepada 
mereka. 
c. Sistem Upah/Bagi Hasil 
Sistem upah yang dimaksud adalah pembagian hasil kerja buruh tani oleh 
pemodal. Sistem bagi hasil yang diberlakukan pada pertanian yang diberlakukan di 
Lingkungan Madallo terdiri dari berbagai macam sitem bagi hasil. Berikut ini akan 
diuraikan bagaimana hal tersebut dapat memicu konflik di antara buruh tani dan pemilik 
tanah di wilayah setempat. 
Sistem bagi hasil yang pertama adalah sistem bagi hasil 50:50 yaitu bagi buruh 
tani yang menggarap areal persawahan biasanya diberikan 50 persen dari hasil panen 
dan sisanya 50 persen buat pemilik lahan.  Tetapi satu hal  yang menjadi perhatian 
karena semua alat produksi seperti bibit, hingga alat produksi seperti traktor ataupun 
keperluan lain selama proses pengelolaan padi hinngga masa panen disiapkan oleh 
buruh tani, sepeti pestisida ataupun pupuk.  
Kondisi di atas menjadi sebuah hal yang tentu merugikan bagi buruh tani, terlebih 
jika petani mengalami gagal panen karena biaya produksi harus ditanggung oleh buruh 
tani, sementara pemilik lahan hanya menyiapkan lahan pertanian. Konflik yang 
disebabkan oleh adanya sistem bagi hasil yang dianggap tidak didasarkan atas asas 
keadilan tersebut dialami oleh informan yang berinisal LP.  
Sebagai seorang buruh tani, LP pernah mengalami masalah dengan pemilik lahan 
karena adanya sistem bagi hasil yang dianggap tidak berpihak kepadanya. Luas lahan 
yang dikelola yang terbilang tidak terlalu luas yaitu 40 are yang jika panen hanya bisa 
menghasilkan gabah sebanyak 1800 kg atau 1,8 ton dan harga jual keseluruhannya 
berkisar 5.940.000, hal ini menjadikan LP sebagai pihak yang dirugikan. Kerugian LP 
diakibatkan oleh bagi hasil yang disamakan persentasenya antara buruh dan pemilik 
lahan sementara pihak buruhlah yang menyiapkan alat dan keperluan selama proses 
produksi hingga masa panen.  
Hal ini dikemukakan oleh LP dalam sebuah wawancara dengan beliau: 
“Susah memang karena tidak luasji saya kerja, sementara penghasilan harus 
dibagi rata dengan bossku, sedangkan semua biaya dibebankan sama saya. 
Kalau begitu pasti kita dirugikan”(Wawancara 25 Mei 2012). 
 
Pembagian hasil yang dinilai tidak adil dan hanya menguntungkan pemilik lahan 
ini membuat LP mengambil tindakan yang terbilang berani dengan meprotes dan 
menuntut kepada sang pemilik lahan untuk menerapkan sistem bagi hasil yang adil dan 
sesuai dengan harapan bersama. Namun aksinya tersebut tidak mendapat respon yang 
berarti dari pemilik lahan. Pembagian hasil yang semacam inilah yang dipertahankan 
hingga saat ini dan tak jarang menuai konflik bahkan ada beberapa buruh yang 
terkadang memutuskan untuk berhenti dan mencari pemilik lahan yang lain untuk 
melanjutkan pekerjaannya. 
Selain penerapan sistem 50:50, bagi masyarakat setempat dikenal juga sistem 
bagi hasil 60:40, yakni pihak buruh tani mendapat bagian sebanyak 60 % dari hasil 
panen, sedangkan pemilik tanah mendapat bagian sebanyak 40 %. Buruh tani 
memperoleh bagian lebih banyak karena semua biaya produksi disiapkan oleh si buruh 
tani, mulai dari bibit, pupuk, pestisida hingga alat pengolahan lahan pertanian.  
Penerapan sistem kedua tersebut, ternyata menuai lahirnya masalah antara buruh 
dan pemilik tanah. Hal tersebut dialami oleh informan yang berinisial HM (50Tahun). 
Buruh tersebut terlibat konflik dengan pemilik tanahnya karena perjanjian kerja yang 
awalnya hanya disepakati secara lisan tanpa ada bukti tertulis yang menandakan 
adanya ikatan kerjasama diantara kedua belah pihak, dengan mudahnya dapat 
diingkari oleh sang pemilik tanah.  
Pemilik tanah yang secara stratifikasi menduduki posisi sebagai upper class 
(golongan kelas atas) dalam strata masyarakat agraris, notabene memiliki kekuasaan 
yang lebih dibandingkan dengan buruh tani. Dengan posisi tersebut, pemilik tanah 
memiliki kesempatan untuk bertindak sesuai dengan keinginannya karena buruh tani 
berada di bawah kontrolnya. 
Jika kita kembali pada pandangan Marx dalam Susan (2010), kedudukan buruh 
tani yang berada pada titik subordinat sangat berpotensi melahirkan ketidakadilan 
terhadap mereka. Sementara di sisi lain, pemodal yang menduduki tingkatan 
superordinat menjadi pihak yang berpotensi untuk melakukan eksploitasi terhadap 
meraka yang ada di dalam kekuasaanya terkhusus terhadap kaum buruh tani. 
Hal tersebut di atas, dialami oleh informan HM. Sistem bagi hasil yang awalnya 
telah disepakati sebesar 60 % untuk buruh tani dan 40 % untuk pemilik tanah dan luas 
sawah yang di garap oleh HM yakni 1 hektar dengan hasil panen yang berkisaran 2 ton 
40 kg dan jika dijual sebesar Rp. 7.929.000, dengan keputusan sepihak dari pemilik 
tanah, ia mengubah aturan bagi hasil dengan pembagian yang terbalik. Hal tersebut 
tentunya merugikan HM sebagai buruh tani yang hanya diberikan bagian sebesar 40 %, 
apalagi perubahan sistem bagi hasil tersebut dilakukan secara sepihak tanpa 
sepengetahuannya.  
Kondisi di atas terjadi lantaran hasil panen ketika HM mengelola lahan pertanian 
tersebut mengalami peningkatan yang sangat signifikan atau bisa dikatakan 
memperoleh hasil yang melimpah. Hal inilah yang memicu pemilik tanah melakukan 
aksinya. Dengan perbuatan seperti itu, HM sebagai pihak yang berada dititik sub 
ordinat tidak bisa menerima sehingga akhirnya terlibat konflik secara langsung dengan 
pemilik tanah yang berujung pada adu mulut dan pertikaian di antara kedua belah 
pihak. Bahkan, HM tidak ingin mengambil uang hasil jerih payahnya selama megelola 
lahan pertanian dari pemilik tanah karena merasa dirugikan. 
Dalam sebuah wawancara intensif dengan informan, HM mengemukakan 
pendapat berikut: 
“Saya merasa ditipu, sudah capeka kerja sampai dapat hasil lebih banyak dari 
panen sebelumnya, ternyata boss saya berlaku curang. Ia mengubah 
perjanjian tentang upah yang seharusnya saya terima. Makanya, saya sempat 
bertengkar dengan bossku karena saya dirugikan, bahkan tidak saya ambilki 
gajiku sama dia, karena kecewa sekalima”(Wawancara, 10 Mei 2012). 
 
Sistem ketiga yang diberlakukan dalam masalah pembagian upah kerja di 
Lingkungan Madallo adalah sistem penentuan upah secara langsung terhadap buruh 
tani. Besarnya upah yang diterapkan dalam hal ini adalah berkisar tiga juta rupiah untuk 
setiap buruh selama jangka waktu satu kali masa panen yang biasanya berkisar antara 
lima hingga enam bulan.  
Penerapan sistem pemberian upah seperti itu, ternyata memicu munculnya 
masalah baru bagi buruh dan pemilik tanah. Hal tersebut terjadi karena penentuan upah 
sebesar tiga juta rupiah tersebut tidak disesuaikan dengan luas lahan yang digarap oleh 
buruh tani. Penentuan upah sebesar itu menjadi sebuah keuntungan bagi buruh tani 
apabila lahan yang digarap sempit, sedangkan di sisi lain apabila lahan yang dikelola 
cukup luas, tentunya merugikan pihak buruh tani sebagai pihak yang mengelola secara 
langsung lahan pertanian. 
Kondisi tersebut dialami oleh dua orang informan yakni BM (23 Tahun) dan AZ (22 
Tahun) yang merupakan buruh tani dari masing-masing pemilik tanah yakni RH (40 
Tahun) dan HS (45 Tahun). Kedua buruh tani ini mengalami kerugian dalam hal 
penerimaan upah karena ia hanya diberikan upah sebesar tiga juta rupiah sementara 
luas lahan yang dikelola mencapai lima hektar (5 Ha).  
Lahan yang cukup luas untuk dikelola oleh BM dan AZ tersebut awalnya hanya 
lahir dari kesepakatan antara buruh tani dan pemilik tanah untuk mempekerjakan 
mereka pada lahan seluas dua hektar. Seiring dengan perjalanan masa kerja 
keduanya, ternyata pernyataan awal pemilik tanah yang hendak memberikan tanah 
seluas 2 Ha untuk dikelola berubah menjadi 5 Ha. Sebagai pihak yang berada dibawa 
control pemilik tanah, BM dan AZ tentunya kecewa karena mereka hanya dibayar 
sebesar tiga juta rupiah sementara lahan yang dikelolanya jauh lebih luas dibanding 
perjanjian awal yang mereka bangun bersama si pemilik lahan. 
Hal yang dinilai tidak ideal oleh kedua informan yang berinisial BM dan AZ ini 
tentunya menuai aksi protes sebagai bentuk perlawanan kepada pemilik tanah, karena 
mereka menilai kinerja dan kerja keras yang mereka lakukan sangat jauh tidak 
sebanding dengan upah yang mereka dapatkan. Aksi protes tersebut akhirnya berujung 
pada aksi pengunduruan diri dari kedua informan sebagai buruh tani di Lingkungan 
Madallo sehingga mereka tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pekerjaan tersebut 
pada masa tanam berikutnya. Bahkan menurut kesaksian informan BM hanya bekerja 
selama satu masa panen pada RH, sementara AZ memutuskan untuk berhenti saat ini 
setelah sekian lama bekerja pada bossnya, HS. 
Berikut ini kutipan hasil wawancara dengan informan yang berinisial BM di 
lapangan : 
“Susah memang jadi anak buah. Bayangkan saya hanya digaji tiga juta 
sedangkan yang ku kerja lahan seluas lima hektar, padahal awalnya bossku 
hanya bilang dua hektar. Makanya Cuma satu kali saya kerja sama bossku 
itu”(Wawancara, 18 Mei 2012). 
 
Senada dengan apa yang telah dikemukakan oleh BM di atas, AZ juga memberi 
komentar dalam sebuah wawancara berikut : 
“Selama saya bekerja menjadi buruh tani, saya hanya digaji tiga juta setiap 
panen dan luas sawah bossku 5 hektar (5000M) samaji dengan buruh lainnya 
tidak pernah dikasi naik gajiku kasian na lamanyami saya berkerja jadi buruh 
sama bossku adami 3 tahun lebih atau sekitar 7 kalimi panen, baru kalu buruh 
sperti saya tidak ada kata libur, saya bekerja dari musim penggarapan sampai 
musim panen baru hanya diupah 3 juta, susah memang ia kasina anak 
buahja”(Wawancara, 21 Mei 2012). 
 
Dari uraian hasil penelitian di atas maka dapat dipetakan bahwa dari berbagai 
sumber konflik yang ada, maka salah satu masalah utama yang menimbulkan konflik di 
antara pemilik tanah dan buruh tani adalah sistem upah atau bagi hasil yang diterapkan 
dalam pengelolaan hasil pertanian. Sistem bagi hasil yang biasanya hanya didasari 
perjanjian lisan menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapannya. Hal inilah yang 
memicu munculnya konflik antara kedua belah pihak yang berujung dengan adanya 
aksi protes bahkan pengunduran diri yang dilakukan oleh buruh tani sebagaimana telah 
diuraikan pada bagian sebelumnya. 
C. Upaya Penanganan Konflik 
 Setelah mempelajari dinamika konflik dalam hubungan antara buruh tani dengan 
pemodal (pemilik tanah) dapat kami pahami bahwa konflik yang terjadi di dalam 
kelompok agraria tersebut sangat dinamis. Konflik yang semula hanya bersifat tegang-
tegangan kini berubah menjadi konflik fisik, ini tidak bisa dihindari lagi karena adanya 
sistem yang tidak efektif yang berlaku dalam sistem agraria. 
 Pada dasarnya konflik tidak selamanya berujung pada hal negatif saja tapi bisa 
juga memberiikan hal yang positif bagi suatu kelompok tertentu terutama pada 
kelompok buruh tani di Lingkungan Madallo yang nota benenya merupakan buruh tani. 
Hal ini dapat membawa sebuah ikatan emosional bagi kelompok buruh tani yang bisa 
mepersatukan mereka dalam memperjuangkan nasib mereka yang selama ini tertindas 
oleh kelompok pemodal (pemilik tanah). 
Dengan demikian  beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam sistem agraria 
untuk buruh tani dengan pemodal (pemilik tanah) yaiitu: 
1. Bagi hasil harus dihapuskan dan di ganti dengan sistem tenaga kerja upahan yang 
disesuaikan dengan waktu kerja parah buruh tani 
2. Ketika buruh tani dikontrak oleh pemilik tanah (pemodal) sistem perjanjian yang 
diberlakun harus ada hitam diatas putih, ini dapat membantu buruh tani untuk 
melakukan protes pada saat perjajian sebelumnya diubah yang hanya dilakukan 
dengan lisan. 
3. Apabila sistem bagi hasil tidak bisa hipuskan maka sistem upah buruh tani harus 
disesuaikan dengan standar kerja mereka dalam artian buruh tani harus digaji sesuai 
dengan luas areal sawah yang mereka garap agra tidak ada kerugian yang dirasakan 
oleh para buruh tani. 
Berikut ini diuraikan peristiwa konflik antara buruh tani dan pemilik tanah dari 
tahun 2010 hingga 2012 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 3 : Peristiwa Konflik 2010-2012 antara Buruh Tani dan Pemilik Tanah 
INFORMA
N YANG 
TERLIBAT 
WAKT
U 
SUMBE
R KONFLIK 
BENTUK 
KONFLIK 
PIHAK 
LAIN YANG 
TERLIBAT 
PENYELESAI
AN KONFLIK 
BM dan 
RH 
Maret 
(2010) 
Sistem 
Upah 
Percekcok
an 
Buruh 
melibatkan 
keluarga 
dalam 
menuntut 
pemilik tanah 
Pengunduran 
diri menjadi 
buruh tani 
AZ dan 
HS 
April 
(2011) 
Sistem 
Upah 
Percekcok
an 
Buruh 
melibatkan 
keluarga 
dalam 
menuntut 
pemilik tanah 
Pengunduran 
diri menjadi 
buruh tani 
HM dan 
Pemilik 
Tanah 
Maret 
(2011) 
Sistem 
Bagi Hasil 
Percekcok
an yang 
berujung pada 
perkelahian 
Buruh dan 
pemilik tanah 
terlibat 
perkelahian 
fisik, 
sementara 
keluarga 
dilibatkan 
dalam 
pertengkaran 
Pengunduran 
diri menjadi 
buruh tani 
LP dan 
Pemilik 
Tanah 
Maret 
(2011) 
Sistem 
Bagi Hasil 
Percekcok
an 
Buruh 
menuntut 
pemilik tanah 
Pengunduran 
diri menjadi 
buruh tani 
Sumber :Data primer setelah diolah, 2012. 
Pada uraian tabel di atas dijelaskan bahwa  ada beberapa penyebab konflik 
diantaranya perbedaan pendapat, sistem kerja, dan sistem bagi hasil. Dari tiga faktor 
penyebab konflik tersebut,faktor yang lebih dominan menimbulkan konflik secara garis 
besar adalah sistem bagi hasil. Hal ini rentang menimbulkan konflik antara pemilik 
tanah dan buruh tani karena dari kasus yang didapatkan di lapangan, di satu sisi sistem 
bagi hasil lebih cenderung menguntungkan pemilik tanah sementara di sisi lain 
merugikan buruh tani.  
Dominannya sistem bagi hasil atau pengupahan dalam sektor pertanian di 
Lingkungan Madallo sebagai factor penyebab konflik bisa dilihat dari kasus yang 
dialami oleh para informan, dimana beberapa kasus berupa percekcokan, percekcokan 
hingga diakhiri dengan pengunduran diri oleh sang buruh tani terjadi diakibatkan 
adanya sikap yang dinilai tidak manusiawi dalam pemberian upah kerja terhadap para 
buruh. 
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa, konflik yang terjadi antara buruh tani 
dan pemilik tanah sangat dipengaruhi karena adanya sistem bagi hasil yang tidak 
sesuai dengan keinginan kedua belah pihak. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
BAB VI 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan seabagai 
berikut : 
1. Konflik yang terjadi pada sektor pertanian di Lingkungan Madallo melibatkan buruh 
tani dengan pemilik tanah. Dinamika konflik yang terjadi sangat kompleks yang 
diakibatkan oleh adanya beberapa masalah yang menjadi sumber penyebab konflik 
antara lain perbedaan pendapat, sistem kerja, serta sistem bagi hasil yang 
diterapkan di wilayah tersebut. Hal ini juga dipicu karena tidak adanya perjanjian 
tertulis antara buruh tani dengan pemilik tanah sehingga rawan memicu terjadinya 
konflik diantara kedua belah pihak. 
2. Konflik yang terjadi pada buruh tani dan pemilik tanah di Lingkungan Madallo tidak 
diakhiri dengan sebuah penyelesaian. Konflik yang terjadidiselesaikan dengan cara 
pengunduran diri dari buruh untuk berhenti bekerja pada pemilik tanah karena 
mereka merasa dirugikan selama bekerja sebagai buruh tani pada pemilik tanah 
yang digarapnya. 
B. Saran 
Setelah melakukan penelitian ini, sebagai peneliti ada beberapa hal yang 
menjadi saran terkait dinamika dan peta konflik di lingkungan Madallo. 
1. Sebagai peneliti, hal yang petama yang saya sarankan dalam penelitian ini adalah 
perlunya dipertimbangkan untuk menerapkan perjanjian tertulis terkait sistem kerja 
ataupun sistem upah antara buruh dan pemilik lahan. Hal ini diperlukan agar tidak 
terjadi kecurangan ataupun tindakan yang tidak adil dari salah satu pihak karena 
perjanjiannya hanya didasari oleh perjanjian lisan yang sewaktu-waktu bisa 
dilanggar. 
2. Tentang penyelesaian konflik dengan cara pengunduran diri yang notabene 
merugikan buruh tani, oleh karena itu para buruh tani harus memiliki inisiatif untuk 
membuat wadah tersendiriberupa lembaga ataupun organisasi untuk mengakomodir 
para buruh tani serta aspirasi-aspirasi mereka. Hal ini diperlukan agar lembaga 
tersebut mampu menjadi tempat bagi para pelaku sektor pertanian untuk menjalin 
hubungan dan kerjasama yang baik agar mampu menghindari konflik dan hal-hal 
yang tidak diinginkan yang lainnya. 
3. Sebagai saran untuk aparatur desa agar sebaiknya memfasilitasi buruh tani dan 
pemilik tanah dengan adanya aturan resmi dari perangkat desa berupa regulasi 
seputar sistem kerja ataupun sistem pengupahan di sektor pertanian. Hal ini perlu 
dilakukan agar pihak yang terlibat dalam pengelolaan pertanian dapat memiliki 
acuan formal sebagai salah satu sumber penghasilan utama masyarakat setempat. 
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